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ABSTRAKSI
SYINTHA WARACHMA T.P, NIM E111 10 001, KONFLIK INTERNAL
PARTAI GOLKAR PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR
TAHUN 2013, Dibimbing Oleh Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si dan Dr.
Gustiana A.Kambo, M.Si.
Partai Golkar adalah salah satu Partai yang ikut berpartisipasi dalam
pemilihan walikota Makassar tahun 2013. Pasca penetapan kadir Halid sebagai
calon wakil walikota Makassar tahun 2013 menimbulkan konflik di internal Partai
GOLKAR. Terpilihnya Kadir Halid sebagai calon wakil walikota Makassar
menyebabkan adanya konflik antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid.
Konflik dalam Partai GOLKAR juga disebabkan dengan hadirnya pasagan Irman
Yasin Limpo dan Busrah Abdullah, pasangan ini mengakibatkan terpecahnya
suara partai GOLKAR sehingga Pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid
mengalami kekalahan pada Pemilihan walikota Makassar tahun 2013. Oleh karena
itu penulis memfokuskan untuk melihat bagaimana konflik kepentingan yang
terjadi oleh aktor politik Partai GOLKAR (Syahrul YL & Nurdin Halid) pasca
penetapan calon wakil walikota Makassar tahun 2013 dan bagaimana dampak
konflik yang terjadi dalam Partai GOLKAR pasca penetapan calon wakil walikota
Makassar tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan
menganalisis konflik kepentingan yang terjadi dalam Partai GOLKAR pasca
penetapan calon wakil walikota Makassar tahun 2013 dan menggambarkan
dampak konflik yang terjadi dalam Partai GOLKAR pasca penetapan calon wakil
walikota Makassar tahun 2013.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konflik dan fungsi
partai politik. penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dengan tipe
penelitian deskriptif. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan
informan yang dianggap memahami judul yang diangkat oleh penulis. Data
sekunder dikumpulkan melalui literatur-literatur dan artikel yang dianggap
relevan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan yang terjadi
antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid pasca penetapan calon wakil
walikota Makassar 2013 yaitu kepentingan Syahrul YL memilih Farouk M.Betta
untuk menjadi calon wakil walikota Makassar semata-mata untuk memenangkan
pemilukada di Kota Makassar dan hasil survei Farouk lebih tinggi dibanding
dengan Kadir Halid, kepentingan Nurdin halid mendorong adiknya sebagai calon
wakil walikota Makassar karena kedepannya Nurdin ingin mencalonkan diri
sebagai Gubernur Sulsel, sehingga apabila pasangan Supomo-Kadir terpilih maka
Nurdin Halid lebi mudah untuk memperoleh suara di Kota Makassar dan Nurdin
juga ingin menegaskan bahwa kekuatan politik dalam Partai GOLKAR di
Sulawesi Selatan tidak hanya dikendarai oleh Syahrul YL semata, tapi Nurdin
juga mempunyai kekuatan dalam Partai GOLKAR.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi
kebijakan, secara langsung atau tidak langsung, amat ditentukan oleh
suara mayoritas warga masyarakat yang memiliki hak suara melalui
wadah pemilihan (Lins and Stepan, 1996; potter, 1997; handers 2004)1.
Pemilihan dapat dilakukan baik pada skala nasional (Pemilu) maupun
lokal (Pemilukada) seperti yang terjadi di Indonesia.
Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana konsensus politik
untuk mendapat sosok pemimpin secara demokratis, yang diterima oleh
masyarakat dan mampu mengelolah pemerintahan. Demokrasi membuka
kebebasan berbicara, berpendapat, berserikat, dan berkumpul.
Kebebasan yang diberikan kepada warga negara melahirkan dinamika.
Dinamika yang tinggi dan tidak dibenahi oleh aturan pemerintah yang
mantap akan melahirkan konflik.
Konflik dalam Pemilu ataupun Pemilukada muncul karena adanya
perbedaan kepentingan, baik dalam masyarakat, dalam partai politik,
maupun aktor dalam partai politik. Setiap kelompok bersaing satu sama
lain agar kepentingannya terakomodasi dalam proses pengambilan
keputusan politik, serta adanya tujuan yang saling bertentangan dalam hal
1 Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, 2009. Hlm.39
ini aktor poltiik untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Melalui
mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, persaingan antara
aktor politik semakin terbuka dan semuanya memiliki kesempatan yang
sama dalam memenangkan pemilihan.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang digelar diberbagai
daerah terkadang menyebabkan partai politik ikut berpartisipasi dalam
Pemilukada, sehingga ada banyak kepentingan yang akan muncul dalam
partai politik yang biasanya menimbulkan konflik dalam pemilukada.
Pengendali konflik merupakan salah satu fungsi partai politik.
Namun, dalam konteks partai politik Indonesia fungsi itu tidak bisa
dijalankan dengan baik oleh hampir semua partai politik. Dikatakan
demikian karena hampir semua partai politik, baik yang besar maupun
yang kecil, tidak pernah sepi dari konflik yang terjadi dalam dirinya
sendiri2.
Kondisi seperti itu menyebabkan energi partai politik habis terkuras
hanya soal-soal yang tidak substansial. Konflik selalu muncul menjelang
atau sesudah kongres atau muktamar partai. Inilah fenomana rutin yang
selalu kita saksikan. Sebuah fenomena yang tidak sehat dalam kacamata
demokrasi yang mengisaratkan pentingnya pengelolaan konflik3.
Partai politik sebagai wadah atau muara bertemunya banyak
kepentingan sudah tentu rawan terjadi konflik. Partai politik sebagai
organisasi modern akan selalu dihadapkan pada realitas konflik. Misalnya
2 Muhtar Haboddin ‘Mengurai Perpecahan Partai Politik’ Makalah Mata Kuliah Politik Indonesia
Kontemporer, Tahun Ajaran 2007
3 Sultani ‘Partai Baru Diantara Pemilih Yang Ragu’ Kompas, 2 Oktober 2006
saja konflik yang berupa perbedaan pandangan, ide atau paham, dan
pertentangan kepentingan dan seterusnya. Bersamaan dengan itu, Marck
dan Synder mengatakan konflik atau perpecahan dalam tubuh partai bisa
timbul dari kelangkaan posisi dan resources. Makin sedikit posisi atau
sumber yang dapat diraih setiap anggota atau kelompok dalam organisasi
politik, makin tajam konflik dan persaingan di antara mereka untuk
merebut posisi dan sumber itu. Selanjutnya, dikatakan di dalam hierarki
sosial dimana pun hanya ada sejumlah terbatas posisi sosial kekuasaan
yang nyata dan tidak lebih dari seseorang yang dapat mendudukinya4.
Faktor penyebab konflik juga dikemukakan oleh Maswadi Rauf
yaitu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat
dalam memperebutkan sumber-sumber, posisi, atau kedudukan atau
jabatan yang dianggap langka dalam masyarakat. Perebutan posisi pada
Pemilukada terjadi diberbagai daerah, salah satunya di kota Makassar.
Pemilukada Kota Makassar yang digelar tahun 2013, terjadi konflik
dalam hal perebutan posisi untuk menjadi calon walikota dan wakil
walikota Makassar. Pemilihan walikota Makassar pada tahun 2013 terlihat
beberapa partai politik turut berpartisipasi dan ikut meramaikan pesta
demokrasi ini diantaranya Partai PAN, Golkar, Demokrat, Hanura, dll.
Partai GOLKAR hingga saat ini mampu memperlihatkan
eksistensinya dengan ikut serta dalam pemilihan walikota Makassar 2013.
Menghadapi Pemilihan Walikota Makassar 2013 Partai GOLKAR
4 Marck and Synder dalam Syamsuddin Haris ‘Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Politik Masa Orde Baru’
Jurnal Analisis CSIS, 1988. hlm. 271.
mempersiapkan kader-kadernya untuk diusung maju menjadi Calon
Walikota & wakil walikota Makassar.
Mekanisme penetapan calon kepala daerah kab/kota dan wakilnya
dalam Partai GOLKAR ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP),
dengan melihat hasil survei tertinggi dalam internal Partai GOLKAR dari
para calon yang telah siap diusung oleh Partai GOLKAR. Beberapa nama
kader Partai GOLKAR yang siap maju pada Pemilihan walikota Makassar
2013 baik sebagai calon walikota maupun wakil calon walikota yaitu Ketua
GOLKAR Makassar, Supomo Guntur, Sekertaris GOLKAR Makassar,
Farouk M Betta, anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid dan Yaqin Padjalangi,
serta kader GOLKAR lainnya.
Berdasarkan hasil survei tertinggi DPP Partai GOLKAR resmi
mengusung pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid (SuKa) di pemilihan
walikota Makassar 2013 sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota
Makassar 2013. Kepastian tersebut dikatakan Kordinator Pemenangan
Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai GOLKAR, Nurdin Halid 5.
Menurut Nurdin Halid, Pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid
(SuKa) telah ditetapkan berdasar surat bernomor R-502/Golkar/V/2013
pada rapat hasil tim pemilukada DPP Partai GOLKAR, Kamis 4 Mei 2013.
“SK ditandatangani oleh ketua umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakri,
dan Sekertaris Jenderal Idrus Marham,” ungkap Nurdin Halid 6. Mantan
Ketua PSSI ini mengatakan bahwa penetapan tersebut merujuk pada
5 Dikutip dari Media Cetak Tribun Timur, Tribun Politik. 7 Mei 2013, Hlm. 1 & 7
6 Ibid.
Juklak nomor: 13/DPP/ Golkar/XI/2011 yang diatur dalam mekanisme
penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota.
Terpilihnya Kadir Halid sebagai calon wakil walikota Makassar yang
mendampingi Supomo Guntur pada Pemilihan Walikota Makassar 2013
mendapat penolakan dari internal Partai GOLKAR Kota Makassar, DPD I
Partai GOLKAR Sulawesi Selatan dan perlawanan keras dari loyalis
Farouk M Betta yang disebut-sebut sebagai calon terkuat untuk
mendampingi Supomo Guntur. Partai Beringin diingatkan jeli melihat
peluang di Pemilukada kota Makassar, karena salah menentukan pilihan,
bisa berakibat fatal. Dukungan untuk mendulang suara, pun bisa buyar.
Kondisi itu yang menyebabkan adanya konflik di Internal Partai
GOLKAR Makassar, adanya penolakan dari beberapa kader GOLKAR
mengingat terpilihnya Kadir Halid sebagai wakil dari Supomo Guntur.
Secara otomatis Partai GOLKAR tidak optimal bekerja untuk
memenangkan Supomo Guntur dan Kadir Halid dalam pemilihan walikota
Makassar 2013, karena banyak pihak yang kecewa dengan keputusan
DPP Partai GOLKAR yang memilih Kadir Halid sebagai wakil dari Supomo
Guntur, penetapan Kadir Halid sebagai wakil dari Supomo Guntur ternyata
tidak diketahui oleh Syahrul Yasin Limpo selaku ketua DPD I Partai
GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan, Penetepan itu berlangsung ketika
Syahrul Yasin Limpo berada di Jepang, dan tanpa pemeritahuan kepada
beliau Kadir Halid langsung ditetapkan oleh DPP Partai Golkar sebagai
calon wakil walikota Makassar.
Terjadi ketersinggungan dalam hal penetapan Kadir Halid sebagai
calon wakil walikota Makassar 2013, hal inilah yang menyebabkan
Syahrul Yasin Limpo bersikap pasif kepada pasangan Supomo Guntur
dan Kadir Halid. Konflik dalam Partai Golkar bersifat struktural akibat tidak
adanya pemeritahuan dan persetujuan dari Ketua DPD I Partai Golkar
Sulsel.
Konflik Partai Golkar juga dimanfaatkan oleh Irman Yasin Limpo
yang merupakan adik kandung Ketua DPD I Golkar Sulsel Syahrul Yasin
Limpo yang ikut ambil bagian dalam pencalonan Walikota Makassar 2013
berpasangan dengsan Busrah Abdullah. Majunya Irman Yasin Limpo yang
berpasangan dengan Busrah Abdullah menganggu solidaritas Partai
Golkar yang mengusung Supomo Guntur dan Kadir Halid dalam Pemilihan
Walikota Makassar 2013.
Pasangan Irman YL dan Busrah Abdullah diusung Partai Amanat
Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada saat
pasangan Irman YL dan Busrah Abdullah mendaftarkan diri ke KPU
terlihat sejumlah pengurus serta kader partai yang berlambangkan pohon
beringin (GOLKAR) baik tingkat DPD I dan DPD II ikut serta menghadiri
deklarasi dan pendaftaran pasangan ini di Kantor KPU Makassar.
Pemilukada kota Makassar telah digelar pada 18 September 2013. Hadir
seperti Sekretaris DPD Partai Golkar Takalar, Alamsyah Demma,
Pengurus DPD Partai Golkar Makassar Bidang Petani dan Nelayan
Muhammad Arsyad, Sekretaris DPD Partai Golkar Sulsel Maqbul Halim,
dan Ketua DPD II Partai Golkar Gowa Tenri Olle YL dan sejumlah kader
lain. Dengan hadirnya beberapa kader Partai GOLKAR pada saat
pasangan Irman Yasin Limpo – Busrah Abdullah mendaftarkan diri ke
KPU Kota Makassar maka publik melihat bahwa Partai GOLKAR secara
langsung telah memberikan dukungan kepada pasangan tersebut.
Keterplihan Kadir Halid sebagai calon Wakil Walikota Makasar
tahun 2013 yang siap mendampingi Supomo Guntur dalam Pemilihan
walikota Makassar merupakan faktor penyebab konflik yang terjadi di
internal Partai Golkar, dan penyebab lain juga datang dari pasangan
Irman Yaisn Limpo – Busrah Abdullah yang merupakan adik kandung dari
Ketua Umum DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan, inilah
yang menyebabkan suara Partai GOLKAR pecah sehingga pasangan
yang diusung oleh Partai GOLKAR kalah dalam Pemilihan walikota
Makassar tahun 2013.
Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang konflik yang terjadi di Internal Partai Golkar Pada
Pemilihan Walikota Makassar tahun 2013 dengan judul “Konflik Internal
Partai Golkar Pada PILWALKOT MAKASSAR 2013”
B. RUMUSAN MASALAH
Mengingat luasnya cakupan masalah yang akan di teliti mengenai
“Konflik Internal Partai Golkar Pada Pemilihan Walikota Makassar
2013” maka penulis membatasinya pada persoalan sebagai berikut :
1. Kepentingan apa yang mendasari aktor politik Partai GOLKAR
(Syahrul YL dan Nurdin Halid) berkonflik pasca penetapan calon
wakil walikota Makassar tahun 2013?
2. Bagaimana dampak konflik kepentingan yang terjadi dalam Partai
GOLKAR pasca penetapan calon wakil walikota Makassar tahun
2013?
C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara umum peneliti
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konflik yang terjadi di
Internal Partai Golkar Pada Pemilihan Walikota Makassar 2013.
Namun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :
1. Untuk menggambarkan dan menganalisis konflik kepentingan aktor
politk Partai GOLKAR (Syahrul YL dan Nurdin Halid) pasca
penetapan calon wakil walikota Makassar tahun 2013.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis dampak konflik
kepentingan yang terjadi dalam Partai GOLKAR pasca penetapan
calon wakil walikota Makassar tahun 2013.
D. MANFAAT PENELITIAN
D.1. MANFAAT AKADEMIK
a. Menunjukkan secara ilmiah konflik yang terjadi di Internal Partai
Golkar Pada Pemilihan Walikota Makassar 2013.
b. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu
politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik
kontemporer.
D.2. MANFAAT PRAKTIS
a. Memberi rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam
memahami realitas ilmu politik.
b. Memberi informasi tentang konflik yang terjadi di Internal Partai
Golkar Pada Pemilihan Walikota Makassar 2013.
c. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu
politik.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Bagian ini akan membahas tinjauan secara teoritis mengenai
Konflik Internal Partai Golkar pada Pemilukada Kota Makassar 2013.
Adapun dalam Bab ini konsep dan teori yang digunakan yaitu Teori Konflik
dan Fungsi Partai Politik
A. TEORI KONFLIK
Teori konflik adalah suatu perspektif atau cerminan dalam ilmu
sosial yang menekankan ketimpangan sosial, politik atau material dari
suatu kelompok sosial, bahwa ruang lingkup dari teori ini amatlah luas,
yang mencakup sistem sosial-politik. Teori konflik menekankan perhatian
pembahasannya kepada beberapa persoalan seperti perbedaan
kekuasaan, konflik kelas, dan umumnya adalah kontras ideologi historis
yang dominan.
Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin con
yang berarti bersama dan fligere yang berarti benturan atau tabrakan. Di
satu sisi, “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan,
keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak
atau lebih 7. Dalam ilmu sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses
sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu
pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau
7 Surbakti, Ramlan. Dasar-dasar Ilmu Politik. Surabaya : Airlangga University Press, 1984, hlm 21-32
membuatnya tidak berdaya 8. Suatu konflik akan muncul karena dibawa
oleh setiap individu, baik itu konflik muncul antara invidu yang satu
dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok, maupun
antara kelompok dengan kelompok. Konflik yang terjadi pada masyarakat
akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.
Konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan,
seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung
pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan
pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok,
individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan
pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud kekerasan dan ada pula
konflik yang tak berwujud kekerasan 9. Asumsi ini mendasari pernyataan
bahwa konflik tidak selalu berimplikasi negatif dalam artian konflik menjadi
penyebab perusak integrasi dan kesatuan masyarakat. Ini menunjukkan
bahwa dipihak lain ternyata konflik berimplikasi pada timbulnya integrasi
masyarakat, dan sebagai sumber perubahan.
Konflik adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana seseorang
individu atau kelompok dalam mencapai tujuan maka individu atau
kelompok akan mengalami kehancuran, sedang yang lain menilai bahwa
konflik merupakan sebuah proses sosial dimana individu-individu atau
8 Soerjono, Soekanto. “sosiologi suatu pengantar” (jakarta: rajawali press.2007) hlm 57
9 Ramalan Surbakti, Memahami Ilmu Politik ,( Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana : 1999), hlm.75
kelompk individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang
pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan 10.
Teori konflik yang dikonsepsikan Coser merupakan sebuah sistem
sosial yang bersifat fungsional. Bagi Lewis A. Coser, konflik yang terjadi
didalam masyarakat tidak semata-mata menunjukan fungsi negatifnya
saja, tetapi dapat pula menimbulkan fungsi positif. Oleh karena itu konflik
bisa menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Bagi Coser konflik
merupakan salah satu bentuk interaksi dan tak perlu diingkari
keberadaannya 11. Coser bermaksud menunjukkan bahwa konflik tidak
harus merusakkan atau bersifat “disfungsional” bagi sistem yang
bersangkutan. Konflik bisa juga menimbulkan konsekuensi positif. Dengan
demikian, konflik bisa bersifat menguntungkan bagi sistem yang
bersangkutan. Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan
mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status,
kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak
mencakupi. Coser juga menyatakan, konflik itu merupakan unsur interaksi
yang penting, dan sama sekali tidak dapat dikatakan bahwa konflik selalu
tidak baik atau memecah belah ataupun merusak. Konflik bisa saja
menyumbang banyak kepada kelestarian kelompok dan mempererat
hubungan antara anggotanya12.
Setiap sistem politik terutama sistem politik demokrasi penuh
kompetisi dan sangat dimungkinkan adanya perbedaan kepentingan,
10 Slamet Santosa, “Dinamika Kelompok” ( Jakarta, Bumi Aksara : 1999), hlm. 32
11 Ibid, hlm 42
12 Ibid, hlm 39
rivalitas, dan konflik-konflik. Hal ini merupakan realitas sosial yang terjadi
di tengah masyarakat modern, karena masing-masing mempunyai
interest, tujuan yang mungkin saling bertentangan. Maka konflik dalam
ilmu politik sering diterjemakhkan sebagai oposisi, interaksi yang
antagonistis atau pertentangan, benturan antar macam-macam paham,
perselisihan kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan
dengan senjata dan perang 13.
Konflik dapat berlangsung pada setiap tingkat dalam struktur
organisasi dan ditengah masyarakat karena memperebutkan sumber yang
sama, baik mengenai kekuasaan, kekayaan, kesempatan atau
kehormatan, boleh jadi muncul disharmonisasi disintegrasi dan
disorganisasi masyarakat yang mengandung banyak konflik baik tertutup
maupun terbuka. Pada masyarakat yang telah memiliki konsensus dasar,
tujuan negara dan mekanisme pengaturan konflik tidak akan berujung
pada kekerasan tetapi masih dalam batas yang wajar seperti unjuk rasa,
pemogokan, , pengajuan petisi dan polemik melalui media massa ataupun
perbedaan melalui forum-forum tertentu.
Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik terjadi dalam
masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang tak merata
sehingga bertambah kewenangan pada suatu pihak akan dengan
sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Oleh karena itu para
penganut teori konflik ini berkeyakinan bahwa konflik merupakan gejala
13 Rahman Arifin, “Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional” ( Surabaya, SIC : 2002),
hlm. 184
serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri, karena ia
melekat pada masyarkat itu sendiri, maka konflik tidak akan dapat
dilenyapkan, yang dapat dilakukan oleh manusia anggota masyarakat
adalah mengatur konflik itu agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial
dan politik tidak berlangsung secara kekerasan14.
Menurut Paul Conn : “Konflik merupakan gejala serba-hadir dalam
kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Konflik pada dasarnya
dibedakan menjadi konflik menang-kalah (zero-sum conflict) dan konflik
menang-menang (non-zerosumconflict). Konflik menang-kalah ialah
situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan
tercapainya suatu kompromi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam
konflik. Sedangkan konflik menang-menang adalah situasi konflik dimana
pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan
kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan
bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik
biasanya bukan hal-hal yang prinsipil, tetapi bukan pula hal yang
penting”15.
Maswadi Rauf mengemukakan bahwa konflik adalah sebuah gejala
sosial yang selalu terdapat dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun
waktu16. Konflik adalah pertentangan atau perbedaan pendapat antara
paling tidak dua orang atau kelompok. Konflik seperti ini dinamakan konflik
14 Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik” (Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana : 1999), Hlm.20
15 Ibid, Hlm. 154
16 Maswadi Rauf, consensus politik, sebuah penjejakan teoritis, Hlm. 2
lisan atau konflik non fisik, yakni dilibatkannya benda-benda fisik dalam
perbedaan pandangan17.
Konflik non fisik dapat terjadi dalam bentuk debat, polemik,
perbedaan pendapat, saling menyerang dengan kata-kata. Sedangkan
konflik fisik terjadi dengan adanya pertentangan menggunakan kekrasan
dan melibatkan benda-benda fisik.
Menurut Maswadi Rauf, konflik terjadi karena adanya kegiatan-
kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam memperebutkan
sumber-sumber, posisi atau kedudukan atau jabatan yang langka dalam
masyarakat. Atau keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber
posisi yang langka (resource and position scarcity)18.
Konflik senantiasa hadir dalam setiap aktifitas politik. konflik dapat
berupa perbedaan pandangan, persaingan, dan persilisihan antar individu
atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Konflik dapat
bersifat internal atau eksternal. Konflik yang bersifat internal terjadi antar
elite dalam satu kelompok kepentingan. Sedangkan konflik yang bersifat
eksternal dapat berupa persaingan antar individu atau kelompok elite
pada kelompok kepentingan lainnya19.
Konflik adalah pertentangan atau perbedaan pendapat antara
paling tidak dua orang atau kelompok. Konflik seperti ini dinamakan konflik
lisan atau konflik non-fisik. Bila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan, ia
17 Maswadi Rauf, Ibid. Hlm.2-3
18 Maswadi Rauf, Ibid. Hlm. 6-7
19 Lihat dalam Jayadi Nas, “Konflik Elite di Sulawesi Selatan”, Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal,
Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2007, hlm. 149
dapat meningkat menjadi konflik fisik, yakni dilibatkannya benda-benda
fisik dalam perbedaan pendapat20.
Konflik juga dapat diartikan sebagai pertentangan yang terbuka
antara kekuatan-kekuatan politik (kelompok dan individu) yang memiliki
atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan21.
Berdasarkan defenisi tersebut dapat dikatakan bahwa konflik terjadi
karena adanya perbedaan atau pertentangan, baik yang disebabkan oleh
individu maupun kelompok yang masing-masing memiliki kepentingan
yang tidak sejalan. Maurice Duverger menyimpulkan bahwa salah satu
penyebab terjadinya konflik adalah hal-hal yang terjadi pada tingkat
individual22.
Marck dan Synder mengatakan konflik atau perpecahan dalam
tubuh partai bisa timbul dari kelangkaan posisi dan resources. Makin
sedikit posisi atau sumber yang dapat diraih setiap anggota atau
kelompok dalam organisasi politik, makin tajam konflik dan persaingan di
antara mereka untuk merebut posisi dan sumber itu. Selanjutnya,
dikatakan di dalam hirarki sosial dimana pun hanya ada sejumlah terbatas
posisi sosial kekuasaan yang nyata dan tidak lebih dari seseorang yang
dapat mendudukinya23.
20 Ibid
21 S.N. Kartikasari (penyunting), 2000, Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak, Jakarta: The
British Council, hlm 4
22 Maurice Duverger, 1982, Sosiologi Politik, Jakarta: Rajawali, hlm 174-175. Lihat pula dalam Maswadi Rauf,
Op Cit. Hlm.3
23Marck and Synder Lihat Syamsuddin Haris ‘Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Politik Masa Orde Baru
Jurnal Analisis CSIS, 1988. hlm.271.
Fisher, dkk menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk
menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik.
Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan
dan kekerasan yang berbeda, tahapan-tahapan ini adalah : (1) Pra-Konfik
: merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran
diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi
dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin
mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan
hubungan diantara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari
kontak satu sama lain. (2) Konfrontasi : pada saat ini konflik mejadi
semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah,
mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku
konfrontatif lainnya. (3) Krisis : ini merupakan puncak konflik ketika
ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar,
ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak
terbunuh. Komunitas normal diantara kedua pihak kemungkinan putus
pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak
lainnya. (4) Akibat : kedua pihak mungkin setuju bernegoisasi dengan atau
tanpa perantara. Satu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga
yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk
menghentikan pertikaian. (5) Pasca-konflik : akhirnya situasi diselesaikan
dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan
berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak.
Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran
mereka saling bertentangan 24.
A.1 Konflik Kepentingan
Salah satu jenis konflik sosial adalah konflik kepentingan. Konflik
kepentingan terjadi diakibatkan oleh adanya berbagai kepentingan dari
tiap individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam upaya
memperoleh otoritas atau kekuasaan yang saling bersinggungan.
Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang
sesungguhnya yang ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral
dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap,
tujuan, dan niat 25. Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk
mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal
seperti kebutuhan rasa aman, identitas, kebahagiaan, dan beberapa
harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Beberapa kepentingan lain bersifat
spesifik bagi pelaku-pelaku tertentu dan beberapa kepentingan bersifat
lebih penting daripada yang lain.
Konflik kepentingan dapat dikatakan sebagai suatu oposisi atau
pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok,
organisasi-organisasi yang disebabkan oleh adanya berbagai macam
perkembangan dan perubahan, serta menimbulkan perbedaan pendapat,
konflik kepentingan terjadi oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap
24 Fisher, R. 1964. Fractionating conflict. Dalam R. Fisher, ed. International conflict and behavioral science: the
craigville papers. New York: Basic Books.
25 Raven dan Robin, 1983
individu atau kelompok–kelompok dalam masyarakat dalam upaya
memperoleh otoritas atau kekuasaan yang saling bersinggungan.
Semua konflik kepentingan seringkali dipandang sebagai
pencapaian tujuan satu pihak dan merupakan kegagalan pencapaian
tujuan pihak lain. Hal ini karena seringkali orang memandang tujuannya
sendiri secara lebih penting, sehingga meskipun konflik yang ada
sebenarnya merupakan konflik yang kecil, seolah-olah tampak sebagai
konflik yang besar. Konflik muncul diakibatkan salah satunya perebutan
sumberdaya 26. Ini terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau
kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukan oleh satu pihak
dan kebijakan lainnya. Menurut Dahendrof, konflik kepentingan timbul
berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dimana terdapat posisi-
posisi dalam hal yang mana para penghuni mempunyai kekuasaan
memerintah dan menguasai posisi-posisi tertentu27.
Menurut Wallase dan Alison, teori konflik kepentingan memiliki tiga
asumsi utama yang saling berhubungan : (a) Manusia memiliki
kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk
merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu, (b) Power bukanlah
sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sebagai sumber
konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa
(coercive). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak
memperoleh sama sekali, (c) Ideologi dan nilai-nilai dipandangnya
26 Pruilt Dean J and Rubin Jefry Z,Teori Konflik Sosial, 2004 Hlm. 151
27 Ibid
sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang
berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.
Oleh sebab itu pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan
sebagai berikut: (1) perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan, (2) langkanya
sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas
dan posisi, dan (3) persaingan. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling
bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika
persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul,
konflik kepentingan akan muncul 28.
Dari asumsi diatas tergambar jelas bahwa dengan adanya berbagai
kepentingan-kepentingan yang berbeda, maka pihak yang berkepentingan
tersebut berusaha dengan berbagai cara untuk mencapai kepentingannya,
termasuk dalam kasus ini yaitu memperebutkan suatu jabatan demi
tercapainya suatu kepentingan dari dua pihak yang berkonflik.
A.2 Dampak Konflik
Menurut Fisher Suatu Konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi
ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif29. Dampak positif dari
suatu konflik adalah sebagai berikut : (1)Konflik dapat memperjelas
berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas. (2)Adanya konflik
menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat. (3)Konflik dapat meningkatkan solidaritas
28 Robbin Stephen P, 1978. Administrative Process : Integrating theory and practice, New Delhi
29 Fisher, R. 1964. Fractionating conflict. Dalam R. Fisher, ed. International conflict and behavioral science: the
craigville papers. New York: Basic Books.
diantara angota kelompok. (4)Konflik dapat mengurangi rasa
ketergantungan terhadap individu atau kelompok. (5)Konflik dapat
memunculkan kompromi baru.
Dampak negatif dari suatu konflik adalah sebagai berikut :
(1)Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok.
(2)Kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih
tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. (3)Berubahnya
kepribadian para individu atau anggota kelompok. (2) Munculnya dominasi
kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.
B. Partai Politik
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut
serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini
partai politik sudah sangat akrab dilingkungan kita. Sebagai lembaga
politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya
mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua, bisa
dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan
manusia. Kehadiran partai politik bisa dikatakan masih baru dinegara
modern, baru pada abad ke-20an studi masalah partai politik dimulai30 .
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu
kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,
nila- nilai, dan cita – cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk
30 Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008. Hlm 297
memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya)
dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.
Secara sederhana partai politik merupakan representatif of ideas 31
yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi.
Partai politik merupakan sekelompok anggota yang terorganisasi
secara rapi dan stabil yang disatukan dan didorong oleh suatu ideologi
tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam
pemerintahan lewat pemilihan umum guna melaksanakan kebijaksanaan
umum yang mereka susun. Kebijaksanaan umum partai tersebut
merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam
masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan
dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksaan umum itu adalah
lewat pemilihan umum 32.
B.1 Fungsi Partai Politik
Dalam sebuah negara yang demokratis partai politik mempunyai
fungsi sebagai berikut33 :
1. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Didalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai melalui
mana seseorang memperoleh pemahaman dan sikap serta orientasi
31 Robert michael, PartaiPolitik dalam Kecendrungan Oligarkis dalam Birokrasi, hlm. 24
32 Elly M. Setiadi & Usman Kolip, “Pengantar Sosiologi Politik”, KENCANA PRENADAMEDIA GROUP. Jakarta,
2013. Hlm. 277 – 278
33 Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”( Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama: 2008), Hlm.163-164
terhadap fenomena politik yang terjadi diman ia berasal. Proses ini
biasanya berjalan secara berangsur-angsur.
Pada Partai Politik, peran sebagai salah satu alat sosialisasi politik
dijalankan dengan melalui ceramah-ceramah. Kursus-kursus, ataupun
penataran-penataran bagi pengikut atau kader dari partai politik tertentu.
2. Partai Sebagai Sarana Rekruitmen Politik
Rekrutmen politik adalah proses mencari atau mengajak seseorang
yang turut aktif dalam kegiatan politik dan menjadi anggota partai. Dalam
hal ini partai politik turut memperluas partisipasi politik masyarakat dengan
mengajak seseorang yang dianggap berbakat dan memiliki kecakapan
dalam bidang politik untuk menjadi anggota partai politik oleh partai
dengan harapan dapat berprestasi dalam bidang politik serta mampu
mengisi jabatan-jabatan dan sebagai penerus partai.
3. Partai sebagai Sarana Agregasi Politik
Pada masyarakat yang modern dan kompleks, pendapat seseorang
atau sekelompok orang sangat beranekaragam yang disebabkan
banyaknya kepentingan yang ada didalamnya. Oleh karena itu partai
politik berfungsi untuk menampung dan menggabungkan berbagai
pendapat dan aspirasi tersebut menjadi satu kebijakan umum. Proses
penggabungan ini disebut “penggabungan kepentingan” (interest
aggregation)
4. Partai sebagai Sarana Pengatur Konflik
Partai politik sebagai salah satu lembaga demokratis berfungsi
untuk mengendalikan konflik melalui cara dialog dalam pihak-pihak yang
berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan
kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa persoalan ke
Badan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan penyelasaian berupa
keputusan poltik, diperlukan kesediaan berkompromi antara wakil rakyat
yang berasal dari partai-partai politik.
C. Kerangka Pemikiran
Pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia telah terjadi sejak
beberapa tahun lalu, hal itu telah menunjukkan bahwa demokrasi telah
berjalan dengan baik. Meskipun bentuk dan sistem pada tahap demokrasi
itu belum terwujud sempurna, namun hal itu tidak menyurutkan niat
masyarakat Makassar untuk memilih salah satu pemimpin di Kota
Makassar dari sepuluh pasang kandidat calon Walikota dan Wakil
Walikota Makassar tahun 2013 sesuai dengan pilihan mereka
berdasarkan hati nuraninya.
Terlaksananya pemilukada secara langsung menunjukkan adanya
peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Rakyat menggunakan hak
demokrasinya untuk memilih seorang pemimpin sesuai dengan hati
nurani. Melalui pemilihan langsung rakyat bisa memahami calon yang
berkapabilitas dan responsif terhadap keinginan masyarakat yang
memberikan kepercayaan dan amanah kepada pemimpin yang dipilihnya.
Begitu halnya dengan pemilihan Walikota Makassar yang digelar
september 2013 lau, telah terdapat sepuluh pasang kandidat yang
menjadi calon walikota dan calon wakil walikota Makassar. Masing-masing
calon telah diusung oleh beberapa partai besar, salah satunya dari Partai
GOLKAT. Kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang
diusung oleh Partai GOLKAR yaitu pasangan Supomo Guntur dan Kadir
Halid.
Konflik yang terjadi dalam Partai GOLKAR pada Pemilihan
walikota Makassar 2013 lalu diakbitkan karena adanya perbedaan
kepentingan antara Nurdin Halid, dan Syahrul Yasin Limpo. Terpilihnya
Kadir Halid sebagai wakil dari Supomo Guntur tidak mendapat respon dari
internal Partai GOLKAR Makassar dan DPD I Partai GOLKAR Sulawesi
Selatan, banyak kader yang tidak sepakat dengan pilihan yang ditetapan
DPP yaitu Kadir Halid. Tidak terakomodirnya seluruh kepentingan dari
kader Partai GOLKAR ini yang menimbulkan konflik dalam Partai
GOLKAR. Konflik kepentingan adalah pertentangan dua atau lebih posisi
yang berbeda yang dialami seseorang atau yang terjadi antara beberapa
pihak, atau antar kelompok, negara dan masyarakat dalam perebutan
maupun mempertahankan kekuasaan bahkan untuk mendapatkan
pengakuan atas eksistensi mereka sebagai penguasa.
Konflik kepentingan dapat pula dikatakan sebagain suatu keadaan
dimana seseorang berada dalam suatu posisi yang memerlukan
kepercayaan dan memiliki kepentingan yang saling bersinggungan.
Penetapan Kadir Halid sebagai wakil dari Supmo Guntur
menimbulkan ketersinggungan Syahrul YL selaku Ketua DPD I Partai
GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan dimana saat itu banyak pihak yang
berpendapat bahwa keputusan DPP Partai GOLKAR telah melangkahi
rekomendasi Syahrul YL. Dengan ditetapkannya Kadir Halid yang
merupakan adik kandung dari Nurdin Halid merupakan sinyal bahwa
Nurdin Halid ingin terlibat secara langsung dalam arena politik Makassar.
Terpilihnya Kadir Halid sebagai wakil yang siap untuk mendampingi
Supomo Guntur dalam Pemilihan walikota Makassar 2013 akhirnya
menimbulkan konflik antara Syahrul YL dengan Nurdin Halid. Dari pihak
DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulsel merekomendasikan nama Farouk
M. Betta kepada Supomo Guntur untuk dijadikan calon Wakil Walikota
mengingat hasil servei yang dilakukan oleh pihak DPD I Partai GOLKAR
Sulsel nama Farouk M Betta memiliki hasil servei tertinggi ditingkat
popularitas dan elektabilitasnya. Namun Supomo Guntur kurang
melakukan komunikasi kepada Pihak DPD I Partai GOLKAR.
Berdasarkan uraian sebelumnya penulis ingin melihat bagaimana
konflik kepentingan yang terjadi oleh aktor politik Partai GOLKAR yaitu
Syahrul YL dan Nurdin Halid pasca penetapan calon wakil walikota
Makassar tahun 2013 dan bagaimana dampak konflik yang terjadi dalam
Partai GOLKAR pasca penetapan calon wakil walikota Makassar tahun
2013.
Demi menunjang keberhasilan penelitian ini penulis menggunakan
beberapa pendekatan untuk menganalisis masalah yang diangkat.
Pendekatan tersebut yakni teori konflik Marck and Synder. Alasan
menggunakan pendekatan ini karena teori konflik yang dikemukakan
Marck and Synder sesuai dengan masalah yang diangkat yaitu mengenai
perebutan suatu posisi dalam sebuah organisasi politik.
Dengan pemaparan diatas, maka penulis mencoba
menggambarkan skema pemikiran tentang konflik yang terjadi dalam
Partai Golkar pada pemilihan walikota Makassar tahun 2013.
D. Skema Kerangka Pikir
Koflik Kepentingan Aktor Politik
Partai GOLKAR (Syahrul YL dan
Nurdin Halid) pasca penetapan
calon wakil walikota Makassar
tahun 2013
Pemilihan
Walikota
Makassar tahun
2013Dampak Konflik Kepentingan yang
terjadi dalam Partai GOLKAR
pasca penetapan calon wakil
walikota Makassar tahun 2013
BAB III
METODE PENELITIAN
Bab ini akan membahas lima aspek yaitu, tipe dan dasar penelitian,
lokasi dan waktu penelitian, pemilihan informan dan unit analisis, jenis
data, teknis analisis data. Kelima hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.
A. Tipe dan Dasar Penelitian
Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan
suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.
Penelitian yang akan dilakukan akan memberikan gambaran mengenai
bagaimana konflik yang terjadi di internal Partai Golkar pada pemilihan
Walikota Makassar 2013.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan yaitu di DPD I Partai Golkar SulSel dan DPD II Partai Golkar
Makassar. Dengan alasan bahwa lokasi inilah yang menjadi tempat
terjadinya konflik dalam Partai Golkar pada pemilihan Walikota Makassar
2013. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi penulis sehingga
akan menfokuskan penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
C. Informan dan Unit Analisis
Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara penelitian
dengan beberapa informan untuk menggali informasi mengenai judul yang
diangkat oleh penulis yaitu “Konflik Internal Partai GOLKAR pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013”. Informan
tersebut adalah:
1. Ir. M. Arfandi Idris (Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Keanggotaan
DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2009 -
2015)
2. Maqbul Halim (Anggota Biro Pemenangan Pemilu DPD I Partai
GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2009 - 2015)
3. Haris Yasin Limpo (Ketua Harian DPD II Partai GOLKAR Kota
Makassar Periode 2009 - 2015)
4. Farouk M.Betta (Sekretaris DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar
Periode 2009 – 2015)
5. Syamsinar N. Alam (Wakil Bendahara DPD II Partai GOLKAR Kota
Makassar Periode 2009 – 2015)
6. Jayadi Nas (Dosen ilmu pemerintahan Universitas Hasanuddin)
D. Jenis Data
D.1 Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian
dilapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan
penelitian ini. Data ini diperoleh melalui informan dengan mengumpulkan
data melalui komuniaksi langsung dengan informan. Data primer ini
berupa antara lain : catatan hasil wawancara, hasil observasi kelapangan
secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi yang terjadi dan
data-data mengenai informan.
D.2 Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi
kepistakaan dengan membaca buku, literatur-literatur, serta informasi
tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data
sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi
penelitian.
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis
dalam penelitian ini yaitu :
E.1 Wawancara Mendalam
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik wawancara.
Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Peneliti melakukan
wawancara mendalam dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka
dengan informan wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung
kepada responden dan informan dalam bentuk wawancara yang berkaitan
dengan pokok permasalahan.
E.2 Dokumentasi
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang
terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi.
Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluaran oleh
lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah
dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.
Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa
artikel di surat kabar, artikel di internet dll.
F. Analisis Data
Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan kemudian
diolah dan dianalisa secara kualitatif. Karena objek kajiannya adalah
masyarakat dan elit politik, dimana memiliki cara berfikir dan cara
pandang yang berbeda, maka penelitian ini membutuhkan analisa yang
mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung
pada kuantifikasi data.
Penelitian ini telah mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh
pengurus serta kader DPD I Partai Golkar SulSel dan DPD II Partai Golkar
Makassar yang telah mengalami konflik pada pemilihan walikota
Makassar tahun 2013. Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari
kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam
dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara terperinci, sehingga
apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini nantinya bisa terjawab
dengan maksimal.
Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan
proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus, namun
secara umum dalam analisis data selalu ada kompenan-kompenan yang
wajib harus ada seperti pengambilan data, kategorisasi data, dan
kesimpulan.
Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan akan
diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan melihat Konflik Internal Partai
Golkar. Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang
tejadi dilokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang
ada dapat digambarkan secara terperinci. Sehingga apa yang menjadi
pertanyaan dalam penelitian akan terjawab dengan maksimal.
Analisa merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam
kegiatan penelitian, termasuk bila diinginkan generalisasi atau untuk
memperoleh kesimpulan yang tegas dari hasil penelitian yang dilakukan.
Penelitian ini merupakan deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan
atau mendiskripsikan sejumlah variabel-variabel yang berkenaan dengan
masalah dan unit yang sedang diteliti. Dengan menggunakan teknik
analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubermen terdiri atas tiga alur
kegiatan, yaitu34 yang pertama reduksi data yang diartikan sebagai proses
34 Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit Alfabeta.
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan,
dan transformasi data kasar yang muncul dari cacatan-cacatan tertulis di
lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas,
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan
mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
Metode kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sajian data
dimana suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan
penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis dapat
lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk
mengerjakan sesuatu pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan
pemahaman tersebut.Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan
banyak membantu.
Sajian data dapat meliputi deskripsi, matriks, gambar/skema, dan
tabel. Kesemuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur
supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang lebih baik.
Metode terakhir adalah penarikan kesimpulan pada tahap ini, penulis
seringkali membuat kesimpulan pada saat pencarian data. Kesimpulan
tidak hanya diproduksi satu kali, akan tetapi berkali-kali selama masa
penelitian berlangsung. Sekumpulan informasi yang tersusun
memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan. Kesimpulan
juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.
Proses analisis data secara keseluruhan dimulai dengan menggelar
seluruh data mentah yang tersedia dari berbagai sumber yaitu
wawancara, pengamatan dan yang ditulis dalam catatan lapangan dan
dokumentasi. Data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, ditelaah,
kemidian direduksi atau dipilah sesuai dengan kategori-kategori tertentu
(tema atau topik) sehingga mendapatkan gambaran yang jelas.
Selanjutnya mengabstraksikan data tersebut dengan berpegang pada
keaslian data. Hasil abstraksi kemudian dianalisa berdasarkan kerangka
pemikiran, konsep-konsep atau teori-teori yang digunakan kemudian
dideskripsikan, setelah itu baru diinterpretasikan.
G. Kesimpulan
Kesimpulan merupakn ujung terakhir dari proses penelitian ini.
Kesimpulan ini akan berbentuk deskriptif kualitatif, yang merupakan
kristalisasi oleh konseptualisasi dari temuan dilapangan. Kesimpulan akhir
mengenai bagaimana konflik yang terjadi di Internal Partai Golkar pada
pemilihan walikota Makassar 2013, peneliti akan ambil ketika penelitian
sudah merasa bahwa data yang didapatkan sudah jenuh (saturated) dan
setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan
(redundant).
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum
lokasi penelitian mengenai “Konflik Internal Partai Golkar Pada Pemilihan
Walikota Makassar 2013”. Penelitian ini berlangsung di kantor DPD II
Partai Golkar Kota Makassar di Jalan Lasinrang, Kota Makassar.
A. Sejarah Partai GOLKAR
Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya
Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber
Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat
( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh
organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam
Sekretariat Bersama GOLONGAN KARYA (Sekber Golkar).
Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber
Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam
kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin
meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan
fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh
politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah
Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal
(Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional
(Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965.
Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat,
karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar
dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi
fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD
1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian
berkembang hingga mencapai 291 organisasi.
Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR
ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7
(tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:
1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971.
Ke- 7 (tujuh) KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber
GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4
Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu.
Pada Pemilu 1971 ini, Sekber GOLKAR ikut serta menjadi salah
satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR
sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi
politik GOLKAR kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang
mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar
sebagai pemenang.
Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal
mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR. Hasilnya
di luar dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan
34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan
suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol
yang berpegang kepada basis tradisional.
NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai
Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di
Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara
signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai
ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali
kehidupan politik Indonesia, Dilandasi oleh semangat reformasi tersebut,
Golongan Karya melakukan perubahan paradigma serta menegaskan
dirinya sebagai partai politik pada Rapat Pimpinan Paripurna Golongan
Karya tanggal 19 Oktober 1998 dan dideklarasikan di Jakarta pada
tanggal 7 Maret 1999, dengan nama Partai Golongan Karya. Dengan
perubahan tersebut, Partai Golongan Karya sepenuhnya mengemban
hakekat partai politik sebagai pilar demokrasi dan kekuatan politik rakyat
untuk memperjuangkan cita-cita dan aspirasinya secara mandiri, bebas
dan demokratis.
Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana.
Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini
kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat
partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar
dicerca di mana-mana.
Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini
kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan
Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga
mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia
berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra,
inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup
legendaris.
Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi
bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era
Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke
dua di bawah PDIP dengan. Namun pada pemilu berikutnya Golkar
kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang
pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah.
Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun
ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam
Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum
menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin,
Aburizal bertekad akan kembali membawa Golkar memenangkan pemilu.
Dia menargetkan Golkar menjadi pemenang pertama pemilu legislatif
2014 nanti.
NO NAMA-NAMA KETUA UMUM
(DPP) PARTAI GOLKAR
TAHUN MASA
MENJABAT
1 Djuhartono (1964-1969)
2 Suprapto Sukowati (1969–1973)
3 Amir Moertono (1973–1983)
4 Sudharmono (1983–1988)
5 Wahono (1988–1993)
6 Harmoko (1993–1998)
7 Akbar Tandjung (1998–2004)
8 Jusuf Kalla (2004–2009)
9 Aburizal Bakrie (2009–sekarang)
Tabel 1 : daftar nama-nama ketua umum DPP Partai GOLKAR dari masa ke masa,
diunggah : http://partaigolkar.or.id/golkar/sejarah-partai-golongan-karya/ tgl 20 April 2013,
pukul: 15.20 WITA
A.2 Visi dan Misi Partai GOLKAR
A.2.1 Visi Partai GOLKAR
Pengertian visi adalah gambaran tujuan atau cita-cita masa depan
yang harus dimiliki oleh setiap organisasi.
Berdasarkan Keputusan Munas VIII Partai GOLKAR Nomor :
VII/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009, Visi Partai GOLKAR adalah : terwujudnya
masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil,
makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan
lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermartabat
dalam tata pergaulan dunia.
A.2.2 Misi Partai GOLKAR
Pengertian misi adalah rumusan-rumusan utama sebagai penjabaran
dan implementasi visi organisasi.
Berdasarkan Keputusan Munas VIII Partai GOLKAR Nomor :
II/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009, Misi Partai GOLKAR adalah :
a. Menegakkan, mengamankan dam mempertahankan Pancasila
sebagai ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
b. Mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelakasanaan
pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan
masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera, adil dan
makmur, menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak
asasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
c. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan
yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis 35.
A.3 Tujuan dan Fungsi Partai GOLKAR
Partai GOLKAR bertujuan :
35 Buku Materi Pendidikan dan Latihan Kader Penggerak Tutorial Desa. 2011. Hlm. 111-112
a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan
Undang-Undang Dasar 1945.
b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata, material dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan
kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati
kebenaran, keadilan, hukum dan hak azasi manusia 36.
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tugas
pokok Partai GOLKAR dalam memperjuangkan terwujudnya peningkatan
segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama,
sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional guna
mewujudkan cita-cita nasional.
Partai GOLKAR berfungsi :
a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai
cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Mempertahankan, mengembangkan, mengamalkan, dan membela
Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan disegala
bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
36 (BAB IV Pasal 7. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. 2009-2015)
c. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi
rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan
kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 37.
A.4 Lambang dan Tanda Gambar Partai
Lambang Partai Golkar berupa pohon beringin yang dikelilingi
untaian padi dan kapas dalam perisai segi lima, dengan pita bertuliskan
GOLONGAN KARYA di bagian bawahnya.
Arti Lambang dari Partai GOLKAR sebagai berikut :
1. Pohon beringin bermakna melindungi yang berarti Partai Golkar
memberi perlindungan bagi rakyat Indonesia.
2. Padi dan kapas merupakan lambang kesejahteraan sosial untuk
rakyat Indonesia.
3. Perisai segi lima melambangkan ideologi partai, yakni Pancasila.
4. Warna putih pada perisai bermakna kesucian.
5. Warna dasar kuning bermakna kejayaan.
6. 17 bunga kapas, 8 akar gantung pada beringin, dan 45 butir padi
melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.
37 Ibid. Pasal 9
A.5 Keanggotaan dan Kader Partai GOLKAR
Keanggotaan dalam Partai GOLKAR diatur dalam Bab VI bagian
pertama AD/ART Partai GOLKAR Pasal 13 yang berbunyi :
a. Anggota Partai GOLKAR adalah Warga Negara Republik Indonesia
yang dengan Sukarela mengajukan permintaan menjadi Anggota.
b. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai GOLKAR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pada bagian kedua Bab VI pasal 14 dibahas mengenai Kader
Partai GOLKAR yang berbunyi :
a. Kader Partai GOLKAR adalah anggota Partai GOLKAR yang
merupakan tenaga inti dan penggerak Partai.
b. Pengaturan lebih lanjut tentang kader Partai GOLKAR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
B. Struktur Pengurus DPD I Partai GOLKAR Sulawesi Selatan dan
DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar.
Struktur pengurus DPD I Partai GOLKAR Sulawesi Selatan dan
DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar dicantumkan dalam lampiran.
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis akan memaparkan semua hasil penelitian
yang telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan yaitu pada bulan
Maret sampai April, dengan responden yang dianggap cukup kapabel
dalam memberikan informasi untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini.
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan pada bagian
sebelumnya, maka pada bab ini akan dijelaskan secara mendalam
mengenai konflik kepentingan yang terjadi antara aktor politik dalam Partai
GOLKAR yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid dalam Pemilihan
Walikota Makassar 2013.
A. Konflik Kepentingan Aktor Politik Partai GOLKAR (Syahrul Yasin
Limpo dan Nurdin Halid) Pasca Penetapan Calon Wakil Walikota
Makassar Tahun 2013.
Dalam sejarah politik di Sulawesi Selatan, untuk pertama kalinya
pemilihan kepala daerah di ikuti sampai dengan sepuluh pasangan
kandidat. Hal ini terjadi pada pemilihan walikota Makassar tahun 2013,
sebuah fenomena yang tak biasa, yang menggambarkan bahwa
kekuasaan atas Kota Makassar adalah sebuah arena yang menarik.
Kesepuluh calon walikota dan wakil walikota tersebut yaitu :
Nama Pasangan Calon Walikota
Makassar 2013
No Urut
Pasangan
Jalur Yang di Tempuh
Adil Patu – Isradi Zainal No. 1 Partai PDK
Supomo Guntur- Kadir Halid No. 2 Partai GOLKAR
Rusdin Abdullah – Idris Patarai No. 3 Jalur Perseorangan
Herman Handoko – Latief Bafadhal No. 4 Jalur Perseorangan
Erwin Kallo – Hasbi Ali No. 5 Jalur Perseorangan
Tamsil Linrung – Das’ad Latief No. 6 Partai PKS &
PartaiHanura
Muhyina Muin – Saiful Saleh No. 7 Jalur Perseorangan
Danny Pomanto – Syamsu Rizal No. 8 Partai Demokrat & Partai
Bulan Bintang
Irman Yasin Limpo – Busrah
Abdullah
No. 9 Partai PPP & Partai PAN
Apiaty Amin Syam – Zulkifli Gani
Ottoh
No. 10 Partai Non Parlemen :
PKNU, Peolopor, PPI,
PBN, PPPI, PDP, PPDI,
PKPB, PKBIB, Partai
Kedaulatan, PNBKI,
PKDI, PPN, PNIM,
PPRN, Partai Buruh dan
Republikan
Tabel 2 : (Pasangan Kandidat Pilwali Makassar 2013 , nomor urut kandidat dan jalur
yang ditempuh) sumber Resist Book, Rahmad M. Arsyad ‘Perang Kota’
Hadirnya sepuluh pasangan kandidat yang resmi mendaftarkan diri
di KPUD Kota Makassar banyak menimbulkan kejutan-kejutan dari
berbagai kandidat baik yang di usung oleh partai politik maupun yang
menempuh jalur perseorangan. Mereka yang secara resmi diusung oleh
partai politik diantaranya Supomo Guntur-Kadir Halid, Danny Pomanto-
Syamsu Rizal, Tamsil Linrung-Das’ad Latief, Adil Patu- Isradi Zainal, dan
Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah.
Pasangan kandidat yang diusung oleh Partai Golkar yaitu Supomo
Guntur dan Kadir Halid dalam penetapannya menimbulkan konflik di
Internal Partai GOLKAR. Konflik yang lahir pada pemilukada Kota
Makassar dalam Partai GOLKAR merupakan konflik kepentingan aktor
politik yang memiliki kekuatan untuk memenangkan pemilkuada Kota
Makassar yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid. Konflik
kepentingan tersebut lahir karena adanya pertarungan hegemoni politik
antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid, dan adanya keinginan aktor
politik untuk menjadi pelaku utama distribusi kekuasaan dalam Partai
GOLKAR. Kedua aspek ini akan diuraikan lebih lanjut.
A.1 Pertarungan Hegemoni Politik antara Syahrul Yasin Limpo dan
Nurdin Halid
Dalam kasus Pemilukada Kota Makassar 2013 sudah diketahui
secara luas, bahwa pertarungan sebenarnya bukanlah antara partai politik
pendukung atau antara kandidat, arena pertarungan Makassar sejak awal
telah mengarah pada arena kontestasi “The Big Man” (orang besar atau
dalam sebutan Suzane Keller, seorang Sosiolog dari Princeton University
Amerika Serikat, disebutkan ‘sebagai elite penentu’)38.
38 Keller (Noer, terj : 1955, 119) dalam buku Rahmad. M. Arsyad ‘Perang Kota’ Resist Book, 2014.
Para aktor penentu itu bukanlah mereka yang secara langsung
berada pada posisi sebagai kandidat calon Walikota ataupun calon Wakil
Walikota, namun para aktor itu adalah orang besar lokal yang selama ini
memilliki pengaruh untuk memastikan distribusi dan alokasi sumber-
sumber kekuasaan di Sulawesi Selatan.
Aktor penentu itu berasal dari Partai GOLKAR yakni Nurdin Halid
dan Syahrul Yasin Limpo. Sama-sama dibesarkan dan bernaung di bawah
Partai GOLKAR keduanya menyebutkan hubungan mereka adalah ‘Guru
dan Murid’. Nurdin Halid saat ini menjabat sebagai koordinator
pemenangan GOLKAR wilayah Sulawesi dan Syahrul Yasin Limpo
merupakan ketua DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan.
Keduanya memiliki kekuatan untuk memenangkan pemilukada di Kota
Makassar.
Perseteruan dua aktor ini bukanlah hal yang baru, melainkan
perseteruan yang sudah lama. Perseteruan mereka timbul untuk
memperebutkan suatu kekuasaan di suatu lembaga, apakah itu di dalam
lembaga politik, ataupun lembaga kepemudaan. Mereka masing-masing
ingin menunjukkan kekuatannya untuk mencapai sebuah kekuasaan
dalam lembaga tersebut.
Perseteruan lama itu antara Nurdin Halid dan Syahrul Yasin Limpo
kembali terjadi pada Pemilukada kota Makassar tahun 2013. Keduanya
tetap berusaha menempatkan orang-orangnya untuk menjadi calon
walikota maupun wakil walikota Makassar tahun 2013.
Syahrul Yasin Limpo menginginkan Farouk M.Betta untuk menjadi
calon wakil walikota Makassar dengan nilai tukar posisi Farouk M.Betta
sebagai ketua DPRD Kota Makassar diberikan kepada adiknya Haris
Yasin Limpo yang bekerja memenangkan Supomo Guntur sebagai Ketua
Pelaksanaan Harian. Kemauan Syahrul Yasin Limpo dan DPD I Partai
GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung Farouk M.Betta
untuk manjadi calon wakil walikota Makassar ternyata berbeda dengan
keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP Partai GOLKAR. DPP Partai
GOLKAR menetapkan pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid sebagai
calon walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013.
Penetapan Kadir Halid sebagai calon wakil walikota yang siap
mendampingi Supomo Guntur dalam pemilihan walikota Makassar tahun
2013 menimbulkan penolakan dari Internal Partai GOLKAR dan loyalis
Farouk M.Betta yang disebut-sebut sebagai calon terkuat untuk
mendampingi Supomo Guntur pada pemilihan walikota Makassar 2013.
Seperti yang dikatakan oleh Syamsinar N. Alam wakil bendahara Partai
GOLKAR Kota Makassar yang merupakan pendukung pasangan Supomo
Guntur-Farouk M.Betta:
“nyaris semua kalangan, simpatisan dan lapisan GOLKAR di Kota
Makassar cenderung memilih Aru’ – sapaan akrab Farouk M. Betta, untuk
mendampingi supomo ketimbang Kadir. Itu jika berkaca pada survei di
tingkat kecamatan, nama Pak Aru’ selalu yang teratas untuk menjadi wakil
dari Pak Supomo. Partai GOLKAR adalah partai yang selalu konsisten
selalu mengutamakan survei. 14 pimpinan kecamatan dan 143 pimpinan
kelurahan serta beberapa organisasi sayap mendukung sepenuhnya Aru’.
Kami kecewa dengan penetapan DPP yang memilih Kadir Halid sebagai
calon wakil walikota Makassar. Andaikan DPP menetapkan Pak Aru’ yang
menjadi wakil walikota maka pasangan yang diusung oleh Partai GOLKAR
sangat berpotensi untu memenangkan pemilukada kemarin39”
Kekecewaan yang dirasakan Syamsinar terhadap keputusan DPP
Partai GOLKAR juga terjadi di pihak DPD I Partai GOLKAR Provinsi
Sulawesi-Selatan yang tidak begitu mendukung pasangan yang diusung
oleh Partai GOLKAR dikarenakan pada saat Kadir Halid ditetapkan
sebagai calon wakil walikota Makassar kurang melakukan komunikasi
dengan DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan.
Penetapan DPP Partai GOLKAR yang memutuskan Kadir Halid
sebagai calon wakil walikota yang diusung oleh Partai GOLKAR
menimbulkan ketersinggungan Syahrul Yasin Limpo yang merupakan
ketua DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan karena tidak ada
pemberitahuan kepada beliau saat Kadir Halid ditetapkan sebagai calon
wakil walikota Makassar tahun 2013.
Uraian diatas juga disampaikan oleh Arfandi Idris yang merupakan
pengurus DPD I Partai GOLKAR Sulawesi Selatan:
“pada pilwali kota Makassar tahun lalu dengan ditetapkannya Kadir
Halid sebagai calon wakil walikota kurang dikomunikasikan dengan
pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Supomo Guntur
langsung memutuskan untuk memilih Kadir Halid sebagai wakilnya tanpa
meminta persetujuan dari pihak DPD I GOLKAR Sulsel, Pak Syahrul
maupun kami selaku pengurus Partai GOLKAR yang ingin melihat
GOLKAR bisa memangkan Pilwali Kota Makassar sebanarnya mendorong
Farouk M.Betta ataupun Yaqqin Padjalangi, karena jika berkaca pada
hasil survei dikalangan masyarakat Kota Makassar nama Farouk M.Betta
yang memiliki survei teratas, itulah sebabnya Bapak maupun Pengurus
disini mendukung apabila Supomo Guntur dan Farouk M.Betta bisa
berpasangan dalam Pemilihan Walikota Makassar tahun 2013, namun
39 Hasil wawancara dengan Syamsinar N. Alam wakil bendahara DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar, di
Jln.Lasinrang kantor DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar pada tanggal 24 Maret 2014.
keputusan yang ditetapkan DPP yaitu Pasangan Supomo Guntur dan
Kadir Halidlah yang resmi menjadi calon walikota dan wakil walikota
Makassar”40
Uraian di atas telah menjawab bahwa konflik internal Partai
GOLKAR terjadi karena adanya perebutan posisi yang dilakukan oleh
aktor politik Partai GOLKAR untuk menjadi calon wakil walikota Makassar
tahun 2013. Pernyataan itu sejalan dengan Pemahaman Marck dan
Synder mengatakan konflik atau perpecahan dalam tubuh partai bisa
timbul dari kelangkaan posisi dan resources. Makin sedikit posisi atau
sumber yang dapat diraih setiap anggota atau kelompok dalam organisasi
politik, makin tajam konflik dan persaingan di antara mereka untuk
merebut posisi dan sumber itu. Selanjutnya, dikatakan di dalam hirarki
sosial dimana pun hanya ada sejumlah terbatas posisi sosial kekuasaan
yang nyata dan tidak lebih dari seseorang yang dapat mendudukinya41.
Konflik yang terjadi dalam Partai GOLKAR pada Pemilihan Walikota
& Wakil Walikota Makassar 2013 disebabkan karena adanya satu posisi
dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini Partai GOLKAR dan posisi
tersebut akan diperebutkan oleh beberapa orang aktor GOLKAR yaitu
untuk menjadi calon Wakil Walikota Makassar tahun 2013.
Posisi untuk calon wakil walikota Makassar dalam Partai GOLKAR
di inginkan oleh beberapa pengurus Partai GOLKAR baik ditingkat DPD I
40 Hasil wawancara dengan Arfandi Idris pengurus DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Setalan,
di Kantor DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan Jln. Bonto Lempangang, pada tanggal 13
Maret 2014.
41 Lihat Syamsuddin Haris ‘Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Politik Masa Orde Baru Jurnal Analisis
CSIS, 1988. hlm.271.
Partai GOLKAR Sulawesi Selatan maupun ditingkat DPD II Partai
GOLKAR Kota Makassar, untuk tingkat DPD I Partai GOLKAR Provinsi
Sulawesi Selatan nama Yaqqin Padjalangi dan Kadir Halid yang di sebut –
sebut untuk maju menjadi calon wakil walikota Makassar sedangkan di
tingkat DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar nama Haris Yasin Limpo,
dan Farouk M. Betta yang siap untuk menjadi calon wakil walikota
Makassar.
Ditetapkannya Kadir Halid sebagai calon wakil walikota Makassar
tahun 2013 menimbulkan konflik di internal Partai GOLKAR karena jika
berkaca pada hasil survei mengenai calon pendamping Supomo Guntur
dalam pemilihan walikota Makassar tahun 2013 nama Kadir Halid berada
dibawah Yaqqin Padjalangi dan Farouk M. Betta.
Grafik Wakil Partai GOLKAR Pendamping Supomo Guntur Pada Pilwali
Kota Makassar 2013
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Grafik 1, Hasil Survei IDEC pada bulan April – Mei 2013 Menyangkut Calon Pendamping
Supomo Guntur pada Pilwali Kota Makassar 2013
Dari hasil servei IDEC diatas dapat dilihat bahwa posisi kadir Halid
berada pada nomor urut empat dari lima calon pendamping Supomo
Guntur. Yang berada pada posisi pertama yaitu Yaqqin Padjalangi
dikarenakan dia sudah lama mensosialisasikan dirinya baik itu sebagai
calon Walikota maupun Wakil Walikota Makassar kemudian posisi kedua
yaitu Rusdin Abdullah, posisi Rusdin Abdullah menyangkut calon
pendamping Supomo Guntur tidak terlalu berpengaruh oleh kelima calon
yang telah disurvei diatas karena Rusdin Abdullah juga menjadi kandidat
calon walikota Makassar tahun 2013 yang menempuh jalur independen,
dan posisi ketiga ada Farouk M. Betta yang mana beliau merupakan ketua
DPRD Kota Makassar yang juga sudah lama mensosialisasikan dirinya
untuk maju sebagai calon wakil walikota Makassar dan posisi keempat
Kadir Halid.
Melihat hasil survei yang dilakukan IDEC nama Yaqqin Padjalangi
dan Farouk M.Betta yang mestinya dipilih oleh DPP Partai GOLKAR dan
Supomo Guntur untuk dijadikan calon wakil walikota Makassar, karena
dari survei tersebut keduanya memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas
di Kota Makassar.
Supomo Guntur memilih Kadir Halid sebagai wakilnya atas
kemauan dari Nurdin Halid, sebelumnya hubungan Supomo Guntur dan
Kadir Halid terlihat tidak begitu dekat namun dengan adanya pemilihan
walikota Makassar nampaknya hubungan mereka dekat dan sangat akrab.
Berikut kutipan wawancara penulis terkait hal tersebut dengan pengurus
DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan yang tdak bersedia
namanya disebut:
“keputusan Supomo Guntur memilih Kadir Halid sebagai calon
wakil Walikota Makassar tahun 2013 mendapat tekanan dari DPP yang
dimotori oleh Nurdin Halid, Nurdin mengatakan bahwa kalau Supomo
Guntur mau mengendarai Partai GOLKAR maka ambil Kadir Halid
sebagai Wakilnya akan tetapi kalau tidak saya tidak jamin Supomo bisa
dipilih oleh Partai GOLKAR sebagai calon walikota Makassar”42
Hal itu diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Maqbul
Halim yang merupkan pengurus DPD I Partai GOLKAR provinsi Sulawesi
Selatan dan merupakan juru bicara ‘Sayang Jilid II’ :
“Dengan terbitnya keputusan DPP Partai GOLKAR yang
menetapkan Kadir Halid sebagai calon wakil walikota yang diusung oleh
Partai GOLKAR maka itulah yang terbaik untuk Nurdin Halid, itu artinya
Pak Kadir yang terbaik untuk Nurdin, sebelum DPP menetapkan calon
wakil walikota Makassar Supomo Guntur terlihat meminta asistensi
kepada Nurdin Halid, sementara terhadap Syahrul YL, Supomo lebih
memilih menghidar. Jadi tentu saja Supomo Guntur mengusul nama
pendampingnya berdasarkan asistensi dengan Nurdin Halid43”
Pertarungan lama antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid
pada momentum pemilihan walikota Makassar tahun 2013 kembali terjadi,
Kali ini antara Syahrul YL dan Nurdin Halid tidak bisa disangkal dan
mengarah pada konfrontasi terbuka. Dengan ditetapkannya Kadir Halid
42 Hasil wawancara dengan DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Setalan, di Kantor DPD I Partai
GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan Jln. Bonto Lempangang, pada tanggal 13 Maret 2014.
43 Hasil wawancara dengan Maqbul Halim pengurus DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi
Setalan, di Kantor DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan Jln. Bonto Lempangang, pada
tanggal 13 Maret 2014.
yang merupakan adik kandung Nurdin Halid merupakan sinyal bahwa
Nurdin Halid ingin terlibat secara langsung dalam arena politik Makassar.
Nurdin seolah ingin menegaskan bahwa poros politik di Sulawesi
Selatan tidak hanya berada pada dua tokoh yakni Syahrul dan Ilham,
dalam kapasitasnya sebagai ketua pemenangan wilayah Sulawesi, Nurdin
ingin memberikan sinyal kepada Syahrul bahwa GOLKAR bukan hanya
Syahrul.
Dalam kasus Pemilukada Kota Makassar maka bisa dilihat
bagaimana kekuasaan Nurdin Halid sebagai aktor penentu ditunjukan
dengan penetapan pencalonan Supomo Guntur – Kadir Halid yang
disinyalir merupakan produk dari ‘kawin paksa’ yang mempresentasikan
kepentingan Nurdin Halid sebagai salah satu orang kuat di GOLKAR.
Dilihat dari fakta di atas, maka sejalan dengan pendapat Wallase
dan Alison, bahwa pada umumnya penyebab munculnya konflik
kepentingan sebagai berikut: (1) perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan,
(2) langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu,
uang, popularitas dan posisi, dan (3) persaingan. Ketika kebutuhan, nilai
dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi
terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak
istimewa muncul, konflik kepentingan akan muncul 44.
44 Robbin Stephen P, 1978. Administrative Process : Integrating theory and practice, New Delhi
Sebagaimana yang terjadi pada Pemilukada Kota Makassar tahun
2013, pada momentum pemilukada kota Makassar ada satu posisi yang
diperebutkan oleh kedua aktor politik itu yaitu posisi calon wakil walikota
Makassar. Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid berusaha menempatkan
orang-orang terdekatnya untuk menjadi calon wakil walikota makassar.
Antara Syahrul YL dan Nurdin Halid keduanya memiliki kepentingan
dalam pemilukada kota Makassar yang mengakibatkan adanya perbedaan
kebutuhan dan tujuan, mereka berusaha untuk merealisasikan
kepentingan-kepentingannya itu agar tujuannya dapat tercapai. Sehingga
untuk mewujudkan tujuannya tersebut lahirlah persaingan antara
keduanya.
Untuk memperebutkan hegemoni kekuasaan diantara mereka baik
dalam konteks politik maupun dalam konteks kepemudaan selalu ada
persaingan diantara mereka. Persaingan ini tidak hanya terjadi dalam
Pemilukada kota Makassar, melainkan dalam lembaga kepemudaanpun
mereka tetap bersaing. Nurdin Halid misalnya berusaha untuk
membesarkan AMPI dan Syahrul pun tak mau kalah dengan Nurdin.
Syahrul berusaha untuk membesarkan FKPPI. Dua kelompok ini selalu
bersaing dalam memperebutkan hegemoni kekuasaan. Keduanya
merupakan ‘seteru abadi’, prinsip dalam dunia politik ‘tak ada lawan dan
kawan yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan’.
A.2 Keinginan Aktor Politik Untuk Menjadi Pelaku Utama Distribusi
Kekuasaan.
Dalam Partai GOLKAR, untuk menjadi seorang bakal calon kepala
daerah kab/kota dan wakilnya harus melalui beberapa mekanisme yang
telah diatur dalam Juklak 02 / DPP / Golkar / X / 2009. Adapun tahapan –
tahapan yang harus dilakukan oleh pihak DPP Partai GOLKAR dalam
menetapkan calon Kepala Daerah Kab/Kota & Wakilnya sebagai berikut :
Tahapan Penjaringan Bakal Calon : dilakukannya inventarisasi nama
tokoh-tokoh sebagai bakal calon dan dilakukan servei awal terhadap
mereka, untuk kemudian dilakukan perkuatan terhadap salah seorang
kader Partai GOLKAR yang paling berpeluang. Tahapan ini dilaksanakan
sebelum proses rekrutmen pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dari Partai GOLKAR dimana yang bersangkutan memiliki
elektabilitaas terbaik sehingga Partai GOLKAR sangat berpeluang untuk
memenangkan Pemilukada di daerah tersebut, dengan tahapan kegiatan
sebagai berikut : tahap penjaringan nama-nama tokoh, tahap survei awal,
tahap seleksi bakal calon internal, tahap perkuatan elektabilitas bakal
calon, tahap survei kedua, tahap perkuatan elektabilitas bakal calon
lanjutan.
Mekanisme penetapan calon Walikota & Wakil Walikota Makassar
yang diusung dan ditetapkan oleh DPP Partai GOLKAR juga diperjelas
oleh Haris Yasin Limpo selaku ketua harian Partai GOLKAR Kota
Makassar, beliau mengatakan bahwa:
“mekansime untuk menentukan atau menetapkan calon Walikota &
Wakil Walikota Makassar sesuai dengan ketentuan atau peraturan
organisasi yaitu, pertama dilakukan servei untuk menjaring orang-orang
yang bisa mewakili Partai GOLKAR bisa dari internal partai maupun dari
eksternal partai, servei ini dilakukan oleh DPP Partai GOLKAR namun
biasa juga khusus Kota Makassar tingkat DPD I Partai GOLKAR Sulsel
juga melakukan survei. Setelah itu DPD II Partai GOLKAR Makassar
membuka pendaftaran sesuai dengan tahapan yang ada dalam Pilkada.
Yang mendaftar sebagai calon Walikota Makassar 2013 ada tiga nama
yang berasal dari internal Partai GOLKAR, yaitu Supomo Guntur, Kadir
Halid, Yaqqin Padjalangi, dan Supomo Guntur yang memiliki hasil survei
tertinggi untuk calon walikota Makassar”45
Posisi calon walikota dan wakil walikota Makassar diincar oleh
banyak kader Partai GOLKAR. posisi calon Walikota Makassar diinginkan
oleh tiga aktor politik Partai GOLKAR yakni Supomo Guntur, Yaqqin
Padjalangi, dan Kadir Halid. Sedangkan posisi sebagai calon wakil
walikota Makassar diinginkan oleh Haris Yasin Limpo, Farouk M.Betta dan
Yaqqin Padjalangi.
Ketiga aktor politik yang percaya diri maju memperebutkan kursi
calon walikota Makassar tentu memiliki kelebihan tersendiri. Kelebihan
Supomo Guntur yaitu : Pertama mantan Camat beberapa kali yaitu di
kecamatan Tallo dan Kecamatan Binamu di Jeneponto, dan mantan
Sekda Kota Makassar dua periode. Kedua sebagai wakil walikota
Makassar periode 2008-2013 yang berpasangan dengan ilham arief
Sirajuddin. Ketiga Supmo Guntur memegang jabatan sebagai Ketua
Umum DPD II Partai GOLKAR di Kota Makassar. Posisi sebagai ketua
DPD II Partai GOLKAR sangat Strategis karena itu disebabkan oleh dua
45 Hasil wawancara dengan Haris Yasin Limpo Ketua Harian DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar di kantor
DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar, Jln. Lasinrang. Pada tanggal 24 Maret 2014
faktor yaitu pertama sebagai menager partai politik yang berusaha
mencapai tujuan organisasi, kedua mekanisme penetapan calon kepala
daerah ketua partai mendapat prioritas utama untuk terpilih menjadi calon
kepala daerah. posisi strategis itulah yang membuat lawan – lawannya
mengalah untuk tidak merebut posisi calon walikota.
Kadir Halid mengalah karena berdasarkan beberapa pertimbangan,
pertama Kadir Halid memberi jalan yang mulus kepada ketuanya untuk
memduduki calon Walikota dari Partai GOLKAR, kedua Kadir Halid
meminta nilai tukar untuk mendapat posisi sebagai calon Wakil Walikota
Makassar. Supomo Guntur setuju dengan tawaran dari Kadir Halid.
Yaqqin Padjalangi mengalah sebagai calon walikota Makassar
karena dia memberikan kesempatan kepada Ketua Umum DPD II Partai
GOLKAR dan Yaqqin Padjalangi merasa lebih Junior dari Supomo Guntur.
Dari penjelasan Haris YL diatas untuk menjadi seorang kepala
daerah yang diusung oleh Partai GOLKAR harus berdasarkan survei yang
dilakukan oleh pihak DPP Partai GOLKAR sebagaimana yang tertera
pada Juklak 02 / DPP / Golkar / X / 2009. Dalam penentuan calon walikota
Makassar tahun 2013 tidak ada pelanggaran mekanisme dan sesuai
dengan Juklak tersebut, namun dalam menentukan calon wakil walikota
Makassar yang diusung oleh Partai GOLKAR banyak menuai protes
sehingga menimbulkan konflik di internal Partai GOLKAR pasca
penetapan calon wakil walikota Makassar. Pihak DPP memutuskan Kadir
Halid sebagai calon wakil walikota Makassar yang siap mendampingi
Supomo Guntur dalam Pemilukada Kota Makassar tahun 2013,
sedangkan survei Farouk M.Betta lebih tinggi jika dibandingkan dengan
Kadir.
Haris Yasin Limpo kembali menjelaskan bahwa:
“Setelah DPP menetapkan bahwa Supomo Guntur menjadi calon
Walikota Makassar tahun 2013 maka dibuka lagi pendaftaran untuk kader
Partai GOLKAR yang siap menjadi calon Wakil Walikota Makassar, yang
mendaftar ada tiga yaitu Yaqqin Padjalangi, Farouk M.Betta, dan Haris
Yasin Limpo, ketiga nama inilah yang disurvei oleh DPP. Setelah pihak
DPP melakukan servei, ditetapkanlah calon Walikota Makassar 2013 yaitu
Supomo Guntur, untuk menetapkan calon Wakil Walikota Makassar salah
satu unsur yang berpengaruh adalah menanyakan kepada calon Walikota
apakah dia bersedia berpasangan dengan Calon Wakil Walikota yang
memiliki hasil survei tertinggi, dan yang bisa menggugurkan hasil servei
DPP yaitu calon Walikota yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Supomo
Guntur telah diperlihatkan tiga nama calon Wakil Walikota yang telah
mendaftar dengan hasil survei masing-masing calon, namun Supomo
Guntur sendiri tidak memilih salah satupun dari ke tiga nama yang telah
didaftarkan, melainkan beliau memilih Kadir Halid sebagai calon Wakil
Walikota Makassar, dan Kadir Halidpun siap untuk menjadi wakil dari
Supomo Guntur dalam Pilwali Kota Makassar 2013. Maka berdasarkan
keputusan Supomo Guntur yang menunjuk Kadir sebagai pasangannya,
pihak DPP memutuskan dan menetapkan bahwa pasangan kandidat
calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusung oleh Partai GOLKAR
yaitu Supomo Guntur dan Kadir Halid46”
Posisi calon wakil walikota Makassar banyak diperebutkan oleh
aktor politik partai GOLKAR yaitu Haris Yasin Limpo, Farouk M. Betta,
Yaqqin Padjalangi dan Kadir Halid. Kadir Halid sendiri dalam wawancara
di atas tidak mendaftarkan dirinya secara resmi kepada pihak DPD II
Partai GOLKAR Kota Makassar untuk menjadi calon wakil walikota
Makassar. Haris Yasin Limpo merupakan anggota DPRD Kota Makassar
dan ketua harian DPD II Partai GOLKAR Sulawesi Selatan, Farouk M.
46 Hasil wawancara dengan Haris Yasin Limpo Ketua Harian DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar di kantor
DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar, Jln. Lasinrang. Pada tanggal 24 Maret 2014
Betta adalah Ketua DPRD Kota Makassar yang juga memegang jabatan
sebagai sekretaris DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar, dan Yaqqin
Padjalangi merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Pendapat Farouk M Betta mengenai posisi calon Wakil Walikota
yang merujuk pada hasil survei internal Partai GOLKAR. Pak Aru’
mengatakan bahwa:
“hasil survei yang dilakukan oleh tingkat DPD I Partai GOLKAR
Provinsi Sulsel untuk posisi calon pendamping Pak Supomo Guntur dalam
Pilwali Kota Makassar nama saya memang selalu disebut sebagai, calon
terkuat dari sekian nama, saya dan Yaqqin Padjalangi yang selalu
disebut-sebut sebagai calon terkuat. Jika pada Pilwali kemarin Pak
Supomo Guntur memilih saya sebagai wakilnya, saya siap mengemban
tugas itu. Dan terkait masalah keterpilihan Kadir Halid sebagai calon Wakil
Walikota yang ditunjuk oleh Pak Supomo kita sebagai kader Partai
GOLKAR mendukung sepenuhnya keputusan yang telah ditetapkan oleh
DPP Partai GOLKAR. Kalau ada kader yang masih merasa Golkar adalah
miliknya, tentu tidak akan meninggalkan Golkar. Kalau ada kader yang
mbalelo, tentu akan diproses melalui partai47.”
Maswadi Rauf mengatakan bahwa konflik terkait masalah
perebutan sumber-sumber yang langka. Kelangkaan suatu posisi atau
kedudukan nampak pada pemilihan walikota Makassar tahun 2013 ada
tiga nama kader Partai GOLKAR yang telah mendaftar kepada pihak DPP
untuk dijadikan sebagai calon wakil walikota Makassar yaitu Haris Yasin
Limpo, Yaqqin Padjalangi, dan Farouk M.Betta, namun yang telah
ditetapkan oleh DPP Partai GOLKAR yaitu Kadir Halid.
Perwakilan nama yang dikirim oleh partai GOLKAR Kota Makassar
untuk menjadi calon wakil walikota Makassar tahun 2013 kepada pihak
47 Hasil wawancara dengan ketua DPRD Kota Makassar Farouk M.Betta di Jln. Pelita Raya posko induk
pemenangan Aru’. Pada tanggal 25 Maret 2014.
DPP ada tiga nama yaitu Haris Yasin Limpo, Farouk M. Betta dan Yaqqin
Padjalangi. Ketiga nama ini kemudian disurvei oleh pihak DPP. Anehya
dalam penetapan calon walikota dan wakil walikota Makassar yang
diputuskan oleh pihak DPP yaitu pasangan Supomo Guntur dan Kadir
Halid. Nama Kadir Halid tidak terdaftar secara resmi dalam pengiriman
nama-nama calon wakil walikota Makassar yang dikirim oleh DPD II Partai
GOLKAR Kota Makassar kepada pihak DPP Partai GOLKAR. Penetapan
pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid dianggap oleh beberapa
pengurus Partai GOLKAR baik ditingkat DPD II maupun DPD I bahwa ada
pengaruh besar Nurdin Halid dalam penetapan tersebut. Nurdin Halid
sebagai Ketua Bapilu wilayah Sulawesi memiliki kekuatan untuk meloby
pihak DPP sehingga Kadir Halid terpilih sebagai wakil walikota Makassar.
Keputusan DPP yang menetapkan pasangan Supomo Guntur dan
Kadir Halid yang menjadi calon walikota dan wakil walikota tanpa
sepengetahuan dari Ketua Umum DPD I Partai GOLKAR yaitu Syahrul
Yasin Limpo. Ketua DPD I Partai GOLKAR Sulawesi Selatan tidak
diberitahu bukan tanpa alasan melainkan beliau pada saat penetapannya
berada di luar negeri.
Dari pemaparan di atas, konflik yang terjadi dalam Partai
GOLKAR pada pemilihan Walikota Makassar sejalan dengan pendapat
Arifin Rahman bahwa konflik memang berlangsung pada setiap tingkat
dalam struktur organisasi dan ditengah masyarakat karena
memperebutkan sumber yang sama, baik mengenai kekuasaan,
kekayaan, kesempatan, atau kehormatan, boleh jadi muncul disharmoni,
disintegrasi, dan disorganisasi masyarakat yang mengandung banyak
konflik baik tertutup maupun terbuka, pada masyarakat yang memiliki
konsensus dasar, tujuan negara dan mekanisme pengaturan konflik tidak
akan berujung pada kekerasan. Penulis melihat hal ini terbukti oleh Partai
GOLKAR, sebagai sebuah organisasi politik yang memiliki salah satu
fungsi sebagai pengendali konflik, pada Pemilukada Kota Makassar
meskipun terjadi konflik di dalam Partai GOLKAR dalam hal
memperebutkan posisi yang sama yaitu sebagai calon wakil walikota
Makassar 2013 partai GOLKAR dapat mengendalikan konflik ini sehingga
tidak berujung pada kekerasan. Supomo Guntur yang mengambil
keputusan ini tidak berdiskusi terlebih dahulu oleh pihak DPD I Partai
GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan. pihak DPD I Partai GOLKAR Sulsel
menyarankan agar Supomo Guntur bisa berpasangan dengan Farouk M
Betta karena berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak DPD I
Partai GOLKAR Sulsel nama Farouk M Betta yang memiliki hasil survei
tertinggi di Kota Makassar.
Antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid dalam partai
GOLKAR pada Pimilihan walikota Makassar 2013 terekam dimedia bahwa
mereka berusaha menempatkan orang-orang yang dekat dengannya
dalam memperebutkan posisi sebagai calon Wakil Walikota yang diusung
oleh Partai GOLKAR karena adanya kepentingan yang berbeda yang
ingin dicapai oleh keduanya. Kepentingan adalah perasaan orang
mengenai apa yang sesungguhnya yang ia inginkan. Perasaan itu
cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang
membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat 48. Perasaan yang
diinginkan oleh Syahrul YL dan Nurdin Halid memang berbeda, Seperti
yang ramai dibicarakan bahwa Syahrul Yasin Limpo menginginkan Farouk
M. Betta sebagai calon Wakil Walikota yang mendampingi Supomo
Guntur karena kepentingannya kedepan agar adik kandung dari Syahrul
YL yaitu Haris YL bisa menjadi Ketua DPRD Kota Makassar, sedangkan
Nurdin Halid memilih adik kandungnya untuk mendampingi Supomo
Guntur dalam pemilihan walikota Makassar 2013 agar kedepannya Nurdin
Halid bisa mendulang suara yang cukup banyak di Kota Makassar ketika
dirinya mendaftar sebagai calon Gubernur Sulsel. Adanya perbedaan
kepentingan kedua aktor tersebut sehingga menyebabkan suara partai
GOLKAR pecah dikarenakan para pengurus dan anggota partai GOLKAR
tidak solid karena adanya ketegangan antara kubuh Nurdin Halid dan
Syahrul YL.
Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Makassar yang digelar tahun
lalu memang banyak terjadi konflik, konflik yang timbul pada Pemilukada
Kota Makassar tahun 2013 disebabkan karena banyaknya kepentingan-
kepentingan aktor politik dalam sebuah partai politik yang ingin berkuasa.
Menempuh segala cara agar kepentingan mereka dapat terealisasi tanpa
memperhatikan kondisi internal partainya. Seperti halnya yang terjadi
48 Raven dan Robin, 1983
dalam Partai GOLKAR pada Pimilihan Makassar tahun 2013, GOLKAR
merupakan Partai besar yang hingga saat ini mampu mempertahankan
eksistensinya. Partai besar bukanlah sebuah jaminan untuk tidak terjadi
konflik, momentum Pimilihan walikota Makassar tahun 2013, Partai ini
banyak terekspos dimedia bahwa konflik yang terjadi dalam internal Partai
GOLKAR dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan aktor politik yaitu
Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang ingin berkuasa dalam
menempatkan orang-orang terdekatnya untuk memperebutkan posisi
sebagai calon wakil walikota Makassar..
Menarik untuk dibahas mengenai perbedaan kepentingan antara
Nurdin Halid dan Syahrul Yasin Limpo pada Pemilukada Kota Makassar,
penulis mencoba menggali informasi tersebut dengan melakukan
wawancara dengan orang-orang yang mengerti mengenai konflik
kepentingan yang terjadi antara kedua elite tersebut. Seperti yang
dikatakan oleh Arfandi Idris :
“ kepentingan pak Syahrul dalam pencalonan Wakil Walikota yang
menginginkan Farouk M.Betta sebagai wakil dari Supomo semata-mata
kepentingan kolektif partai, agar mereka bisa menang dalam Pilwali Kota
Makassar. karena apabila Supomo Guntur berpasangan dengan Aru’
ataupun Yaqqin sesuai dengan survei mereka bisa memenangkan Pilwali
Kota Makassar, kalaupun ada kabar yang memberitakan Syahrul
mengingninkan Aru’ menjadi wakil dari Supomo Guntur agar kedepannya
Haris YL bisa menjadi ketua DPRD Kota Makassar maka dari tahun lalu
Haris bisa menjadi ketua DPRD kalau Pak Syahrul menginginkan
demikian, tapikan tidak Pak Syahrul memilih Aru’ semata-mata untuk
kepentingan menang. Persoalan kenapa Nurdin ngotot agar adiknya yang
mendampingi Supomo Guntur dalam Pilwali Kota Makassar? banyak
masyarakat yang menafsirkan bahwa Nurdin sengaja melakukan itu
karena kedepannya Nurdin mau menjadi Gubernur Sulsel, bagaimana
Nurdin mau jadi Gubernur sedangkan Nurdin pernah cacat hukum,
berartikan logikanya tidak mungkin orang yang pernah cacat hukum bisa
menjadi calon kepala daerah49 ”
Penjelasan Arfandi Idris mengenai Konflik kepentingan antara
Nurdin Halid dan Syahrul Yasin Limpo dapat dilihat bahwa mengenai
Syahrul ingin mengutus Farouk M. Betta sebagai calon Wakil Walikota
karena kedepannya Syahrul menginginkan agar haris YL bisa menjadi
ketua DPRD Kota Makassar itu salah, kepentingan Syahrul kedepan agar
Partai GOLKAR dapat memenangkan Pilwali Kota Makassar. sedangkan
apabila Nurdin Halid mengutus Adik Kandungnya untuk mendampingi
Supomo Guntur kepentingannya kedepan Nurdin Halid ingin menjadi
Gubernur Sulawesi Selatan agar Nurdin dapat mendulang suara lebih
banyak di Kota Makassar apabila pasangan Supomo Guntur dan Kadir
Halid menang dalam Pemilukada Kota Makassar. Adanya perbedaan
kepentingan antara Syahrul YL dan Nurdin Halid sejalan dengan
pemikiran Dahendrof yaitu konflik kepentingan timbul berawal dari orang-
orang yang tinggal bersama dimana terdapat posisi-posisi dalam hal yang
mana para penghuni mempunyai kekuasaan memerintah dan menguasai
posisi-posisi tertentu. Hal inilah terjadi dalam Partai Golkar, antara SYL
dan Nurdin Halid yang sama-sama bernaung dibawah Partai GOLKAR,
49 Hasil wawancara dengan Arfandi Idris pengurus DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan
di Kantor GOLKAR DPD I Provinsi Sulawesi Selatan Jln. Bontolempangang, pada tanggal 13 Maret
2014.
dan momentum Pilwali dijadikannya sebagai perebutan posisi untuk
berkuasa50.
Haris Yasin Limpo juga berkomentar mengenai adanya perbedaan
kepentingan antara Syahrul YL dan Nurdin Halid dalam mengutus orang-
orang mereka untuk menduduki posisi calon wakil walikota Makassar, ia
mengatakan bahwa:
“ketika banyak orang yang mengatakan bahwa Syahrul lebih
mendukung ketika yang menjadi wakil dari Supomo Guntur yaitu Farouk
M. Betta agar nanti saya bisa menjadi ketua DPRD Kota Makassar itu
hanya analisa masyarakat dan pengamat politik saja dan tidak bisa
disalahkan tapi yang terjadi tidak seperti itu. Kalaupun Aru’ yang jadi Wakil
dari Supomo Guntur pada Pilwali Kota Makassar maka belum tentu juga
saya bisa menjadi ketua DPRD Kota Makassar, tidak semudah itu, untuk
menjadi Ketua DPRD ada proses yang harus saya lalui. Berdasarkan
suara terbanyak dan yang menentukan itu satu tingkat diatasnya yaitu
DPD I Partai GOLKAR Sulsel bukan hanya Pak Syahrul. Semua anggota
DPRD Kota Makassar yang duduk di Kursi Parlemen memiliki peluang
untuk menjadi Ketua DPRD Kota Makassar51”
Komentar serupa dilontarkan oleh Jayadi Nas, Dosen
pemerintahan Universitas Hasanuddin :
“ketika kita melihat pemilihan walikota yang digelar di Makassar
tahun lalu, ada banyak konflik yang terjadi. Adapun menyangkut konflik
dalam Partai GOLKAR pada pemilihan walikota Makassar tahun 2013
terjadi akibat adanya pertarungan hegemoni kedua aktor dalam Partai
GOLKAR yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid, keduanya ingin
memperlihatkan kekuatan dalam menetapkan orang-orangnya untuk
menjadi calon wakil walikota Makassar. Nurdin Halid berhasil
mempengaruhi Supomo Guntur dan pihak DPP Partai GOLKAr sehingga
ditetapkan adiknya Kadir Halid untuk menjadi calon walikota Makassar.
menyangkut masalah kepentingan kedua aktor ini saya melihat bahwa
Syahrul YL tidak setuju dengan ketetapan DPP karena Syahrul YL dan
pihak DPD I Partai GOLKAR menginginkan Farouk M.Betta untuk menjadi
50 Pluit Dean J & Rubbin Jefry “teori konflik sosial”
51 Hasil wawancara dengan Haris Yasin Limpo Ketua Harian DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar di kantor
DPD II Partai GOLKAR Kota Makassar, Jln. Lasinrang. Pada tanggal 24 Maret 2014
wakil dari Supomo Guntur pertimbangannya agar posisi Farouk M.Betta
sebagai Ketua DPRD Kota Makassar dapat diberikan kepada adik
kandungnya Haris YL ketika pasangan Supomo-Farouk berhasil
ditetapkan oleh DPP sebagai calon walikota dan wakil walikota, dan
Nurdin Halid mati-matian mendorong Kadir agar Ketika Nurdin ingin
mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sulsel, Nurdin akan mudah
mendulang suara lebih banyak di Kota Makassar ketika pasangan
Supomo Guntur dan Kadir Halid menang dalam Pilwali Kota Makassar”52
Berdasarkan kedua pernyataan di atas terlihat jelas bahwa antara
Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid memiliki kepentingan yang berbeda
dalam momentum Pemilihan Walikota Makassar tahun 2013. Kepentingan
Syahrul YL yang banyak dikatakan oleh masyarakat ataupun lewat media
mengenai keinginannya untuk memilih Farouk M.Betta sebagai
pendamping Supomo Guntur agar Haris YL bisa menjadi ketua DPRD
Kota Makassar ternyata salah, Syahrul YL tidak segampang itu untuk
memilih Haris YL sebagai ketua DPRD Kota Makassar masih ada
beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk menjadi ketua DPRD.
Syahrul YL memilih Fraouk M. Betta untuk mendampingi Supomo Guntur
kepentingannya kedepan semata-mata hanya untuk kepentingan kolektif
Partai GOLKAR, agar Partai GOLKAR dapat memenangkan Pemilukada
Kota Makassar, karena jika melihat hasil survei Farouk M.Betta lebih
tinggi jika dibandingkan dengan Kadir Halid.
Adanya keinginan antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid
untuk menempatkan orang-orangnya dalam suatu posisi tertentu seolah
mereka ingin memperlihatkan kekuatannya masing-masing dalam
52 Hasil wawancara dengan Jayadi Nas, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, di Perumahan Ilma
Green Residence, pada tgl 15 April 2013
perebutan suatu posisi. Penetapan yang dilakukan oleh DPP Partai
GOLKAR yang memutuskan pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid
sebagai calon walikota dan wakil walikota Makassar dibawah kekuataan
Nurdin Halid sebagai ketua pemenangan Partai GOLKAR wilayah
Sulawesi. Nurdin Halid seolah ingin memperlihatkan kepada Syahrul YL
bahwa Nurdin memiliki kekuatan untuk keputusan yang akan ditetapkan
ditingkat nasional. Terbukti dengan penetapan Kadir Halid sebagai calon
wakil walikota Makassar tahun 2013.
Pemilihan walikota Makassar tahun 2013 itu Nurdin Halidlah yang
menjadi aktor penentu dibalik terpilihnya pasangan Supomo Guntur dan
Kadir Halid. Inilah yang membuat Syahrul Yasin Limpo sedikit marah dan
kecewa dengan keputusan DPP tersebut, sehingga dalam pemilihan
walikota Makassar Syahrul YL bersikap pasif terhadap pasangan yang
diusung oleh Partai GOLKAR tersebut.
Akibat kekecewaan Syahrul YL terhadap keputusan DPP yang
menetapkan Kadir Halid sebagai calon wakil walikota Makassar sehingga
Syahrul memilih bersikap passif terhadap pasangan Supomo Guntur dan
Kadir Halid. Syahrul sepertinya ingin memperlihatkan kepada Nurdin
Halid, Nurdin memang dapat mempengaruhi DPP dan mempunyai
kekuatan ditingkat Nasional namun di tingkat bawah kab/kota di Sulawesi
Selatan Syahrul yang lebih memiliki pengaruh dan kekuatan untuk
memenangkan pemilukada di setiap daerah.
B. Dampak Konflik Kepentingan Yang Terjadi Dalam Partai GOLKAR
Pasca Penetapan Calon Wakil Walikota Makassar tahun 2013.
Perolehan suara pasangan kandidat calon Walikota & Wakil
Walikota dari Partai GOLKAR yakni Supomo Guntur dan Kadir Halid
berada pada posisi ke empat dari sepuluh pasangan kandidat setelah
KPU Kota Makassar melakukan rekapitulasi suara. Hasilnya sebagaimana
diketahui secara luas dimenangkan oleh pasangan Danny Pomanto dan
Syamsu Rizal dengan pencapaian suara 182,484 atau 31.18 %. Sebuah
kondisi yang kurang menguntungkan bagi pasangan in-cumbent,
sekaligus indikasi buruk bagi pasangan yang diusung oleh Partai
GOLKAR, partai dengan perolehan suara legislatif terbesar di Kota
Makassar.
Nama Pasangan Calon
Walikota & Wakil Walikota
Makassar 2013
No Urut
Pasangan
Peresentase Hasil
Suara
Adil Patu – Isradi Zainal No Urut 1 2.49%
Supomo Guntur – Kadir Halid No Urut 2 14.38%
Rusdin Abdullah – Idris Patarai No Urut 3 4.07%
Herman Handoko – Latief Bafadhal No Urut 4 0.50%
Erwin Kallo – Hasbi Ali No Urut 5 0.94%
Tamsil Linrung – Das’ad Latief No Urut 6 16.04%
Muhyina Muin – Saiful Saleh No Urut 7 9.67%
Danny Pomanto – Syamsu Rizal No Urut 8 31.18%
Irman Yasin Limpo – Busrah
Abdullah No Urut 9 19.48%
Apiaty Amin Syam – Zulkifli Gani
Ottoh No Urut 10 1.25%
Table 3, Presentasi Suara masing – masing Kandidat pada Pilwali Kota Makassar 2013
sumbe; KPU Kota Makassar
Pecahnya suara Partai GOLKAR pada Pemilihan Kota Makassar
tahun 2013 dikarenakan adanya dua pasangan kandidat calon Walikota &
Wakil Walikota yaitu Irman Yasin Limpo – Busrah Abdullah dan Rusdin
Abdullah – Idris Patarai. Sebuah rivalitas yang kelak menjadi ancaman
serius bagi GOLKAR bahwa terjadi persaingan antara GOLKAR sebagai
Partai dan nama belakang yang dimilki oleh Irman Yasin Limpo.
Irman Yasin Limpo – Busrah Abdullah memberi kejutan pada
Pilwali Kota Makassar dengan mencalonkan diri pada menit-menit
terakhir. Irman selama ini dikenal berlatar belakang sebagai seorang
birokrat dan adik Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo Kiprah
Irman dalam pentas politik lebih banyak didominasi dibelakang layar politik
Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari thin thank Syahrul dan calon –
calon Partai GOLKAR dalam arena pemilihan kepala daerah. Dan tiba –
tiba dimentit terakhir Irman Yasin Limpo resmi mendaftarkan dirinya
sebagai calon kandidat Walikota Makassar di kantor KPU Kota Makassar
di bulan Juni 2013. Kehadiran Irman Yasin Limpo yang merupakan adik
kandung dari Syahrul Yasin Limpo tak bisa dipungkiri bahwa pecahnya
suara GOLKAR beralih kepada pasangan Irman Yasin Limpo – Busrah
Abdullah. Arfandi Idris pengurus DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi
Selatan menjelaskan bahwa:
“Kami seluruh kader GOLKAR setuju ataupun tidak setuju dengan
keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak DPP Partai GOLKAR kami
akan membantu dan menjalakan seluruh keputusan DPP agar Partai
GOLKAR bisa menjadi pemenang pada Pemilukada Kota Makassar tahun
2013. Mengenai apakah Pak Syahrul lebih memihak kepad Irman Yasin
Limpo – Busrah Abdullah dibandingkan dengan pasangan Supomo Guntur
– Kaidr Halid? Kita tidak bisa langsung men– Judge bahwa Pak Syahrul
lebih mendukung Irman dari pada Supomo – Kadir karena saya rasa pak
Syahrul sangat bijak dalam bertindak, dia sangat tau aturan. Sebagai
pimpinan Partai GOLKAR di Sulsel Bapak tidak mungkin mengambil
tindakan demikian, mungkin orang – orang menilai demikian karena
sebagimana kita ketahui bersama bahwa Pak Syahrul memiliki hubungan
emosional yang kuat dengan Irman YL53.”
Dari pemaparan diatas, sejalan dengan pendapat Geerrtz bahwa
kesetiaan primordial lebih kuat dari pada lesetiaan politik. ikatan primordial
merupaka adanya hubungan darah, adat, bahasa, keluarga maupun
agama. Syahrul Yasin Limpo dalam Pemilihan Walikota Makassar
dihadapkan oleh dua pasangan kandidat calon walikota Makassar yang
membuatnya dilematis dalam memberikan dukungan, Supomo Guntur
adalah ketua DPD I Partai GOLKAR Kota Makassar dan Irman Yasin
Limpo adalah adik kandung Syahrul, mengarah pada pemikiran Geertz
bahwa ketika seseorang dihadapkan pada situasi politik yang didalamnya
ada dua pilihan antara ikatan emosional atau hubungan darah ataupun
ikatan kelembagaan, maka kesetiaan primrdial lebih kuat. Kekalahan yang
53 Hasil wawancara dengan Arfandi Idris pengurus DPD I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor
GOLKAR DPD I Provinsi Sulawesi Selatan Jln. Bontolempangang, pada tanggal 13 Maret 2014.
diterima oleh pasangan Supomo Guntur – Kadir Halid karena Syahrul YL
tidak terlalu memberikan dukungannya kepada pasangan tersebut.
Selain Supomo Guntur dan Irman Yasin Limpo, irisan kekuatan
Partai Beringin sebenarnya juga berada ditangan paket calon independen
Rusdin Abdullah – Idris Patarai, keduanya memang dikenal dekat dengan
Syahrul Yasin Limpo. Baik secara struktural maupun hubungan personal.
Rusdin merupakan Wakil Bendahara GOLKAR Provinsi Sulawesi
Selatan. Demikian pasangan wakilnya Idris Patarai yang merupakan ketua
tim Kapal Induk, nama tim pemenangan Syahrul pada pemilihan Gubernur
yang lalu. Keduanya secara tidak langsung memiliki jasa bagi
pemenangan Syahrul dipemulihan Gubernur.
Dampak dari konflik internal partai GOLKAR pada pemilihan
walikota Makassar tahun 2013, terbagi atas dampak negatif dan dampak
positif. Keduanya akan diuraikan lebih lanjut.
Dari uraian di atas, pasca penetapan calon wakil walikota Makassar
yang diusung oleh Partai GOLKAR menimbulkan dampak konflik dalam
Partai ini. Berikut hasil wawancara penulis dengan Maqbul Halim:
“wajar ketika masyarakat melihat bahwa pak Syahrul dalam
pemilukada kota Makassar lebih memihak kepada pasangan Irman Yasin
Limpo dan Busrah Abdullah karena Irman merupakan adik kandung dari
Bapak dan ditambah lagi hasil rekap suara pasangan ini lebih tinggi
dibandingkan dengan hasil pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid,
namun di internal Partai kami bapak menjalankan keputusan DPP hanya
mungkin Pak Syahrul selaku ketua umum DPD I Partai GOLKAR sangat
sibuk dengan jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan jadi beliau
jarang dilihat. Adapun dampak dari permasalahan yang terjadi dalam
partai GOLKAR yaitu pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid tidak
menjadi pemenang pemilukada tahun 2013. Dan ini menjadi ahan
evaluasi partai kami kedepan54”
Menurut Fisher Suatu Konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi
ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif55. Dampak positif dari
suatu konflik adalah sebagai berikut : (1)Konflik dapat memperjelas
berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas. (2)Adanya konflik
menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat. (3)Konflik dapat meningkatkan solidaritas
diantara angota kelompok. (4)Konflik dapat mengurangi rasa
ketergantungan terhadap individu atau kelompok. (5)Konflik dapat
memunculkan kompromi baru. Dampak negatif dari suatu konflik adalah
sebagai berikut : (1)Keretakan hubungan antar individu dan persatuan
kelompok. (2)Kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang
lebih tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
(3)Berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok. (2)
Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.
Dampak negatif dari konflik ini yaitu majunya dua pasang kandidat
secara langsung berdampak besar bagi perolehan suara yang dirasakan
oleh GOLKAR. Hadirnya Irman Yasin Limpo dan Rusdin Abdullah sebagai
calon walikota Makassar bukannya menguntungkan suara partai, majunya
dua pasangan kandidat ini justru merugikan, karena memecah struktur
54 Hasil wawancara dengan Maqbul Halim pengurus DPD I Partai GOLKAR Sulsel, di Jln. Bontolempangang
kantor GOLKAR provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 13 Maret 2014
55 Fisher, R. 1964. Fractionating conflict. Dalam R. Fisher, ed. International conflict and behavioral science: the
craigville papers. New York: Basic Books.
dan kesolidan jejaring politik GOLKAR Makassar selama ini. Terjadi
keretakan hubungan sesama kader maupun pengurus partai GOLKAR.
BAB VI
PENUTUP
Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang
dapat di ambil setelah melakukan penelitian dan menguraikannya dalam
bab pembahasan. Selain kesimpulan, peneliti juga menawarkan beberapa
saran dalam menghadapi fenomena yang sama dengan judul penelitian
yaitu “Konflik Internal Partai GOLKAR pada Pemilihan Walikota Makassar
tahun 2013”
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimoulkan dua kesimpulan
pokok sebagai berikt :
1. Konflik kepentingan yang terjadi dalam Partai GOLKAR antara
Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid pada pemilihan walikota
Makassar tahun 2013 merupakan pertarungan hegemoni politik
yang sudah lama terjadi diantara mereka dan kembali terjadi pada
pemilukada Kota Makassar. Konflik kepentingan yang muncul pada
Pemilukada Kota Makassar karena adanya perebutan posisi untuk
menjadi calon wakil walikota Makassar dimana kedua aktor
tersebut berusaha untuk menempatkan orang-orangnya menjadi
calon wakil walikota Makassar untuk mendampingi Supomo Guntur.
Keputusan DPP yang telah menetapkan pasangan Supomo Guntur
dan Kadir Halid menimbulkan ketersinggungan Syahrul YL sebagai
ketua DPD I Partai GOLKAR Sulawesi Selatan. Keputusan DPP
yang menetapkan pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid
sebagai calon walikota dan wakil walikota Makassar tidak
dikomunikasikan dengan baik oleh pihak DPD I Parati GOLKAR
Sulawesi Selatan, Sehingga mengakibtakan perbedaan pandangan
antara DPD I Partai GOLKAR Sulsel, Supomo Guntur, dan
Pengurus Partai GOLKAR Kota Makassar.
Pada momentum pemilukada Kota Makassar antara Syahrul YL
dan Nurdin Halid ada kepentingan-kepentingan yang mereka
selipkan. Syahrul YL mendorong Farouk M.Betta untuk menjadi
calon wakil walikota Makassar tentu saja memiliki kepentingan
dibalik itu. Selain untuk memenangkan pemilukada Kota Makassar
Syahrul YL mendorong Farouk M.Betta karena jika Farouk terpilih
sebagai calon wakil walikota Makassar maka ada nilai tukar yang
diberikan oleh Farouk yaitu posisinya sebagai ketua DPRD Kota
Makassar akan diberikan kepada Haris YL yang bekerja sebagai
penyelenggara harian untuk memangkan pasangan calon walikota
dan wakil walikota yang diusung oleh Partai GOLKAR.
Kepentingan Nurdin Halid mendorong Kadir Halid yang merupakan
adik kandungnya itu sebagai calon wakil walikota Makassar karena
kedepan ketika nurdin benar akan mencalonkan diri sebagai
Gubernur Sulawesi Selatan maka Nurdin Halid mudah untuk
mendulang suara lebih banyak di Kota Makassar ketika pasangan
Supomo Guntur dan Kadir Halid terpilih menjadi walikota dan wakil
walikota Makassar. Nurdin juga ingin menegaskan kepada Syahrul
YL bahwa kekuatan politik dalam Partai GOLKAR tidak hanya
dikendarai oleh Syahrul YL tapi Nurdin juga mempunyai kekuatan
dalam Partai GOLKAR ditingkat nasional terbukti dengan
keterpilihan Kadir Halid sebagai calon wakil walikota Makassar.
2. Dampak negatif dari konflik ini yaitu majunya dua pasang kandidat
secara langsung berdampak besar bagi perolehan suara yang
dirasakan oleh GOLKAR. Hadirnya Irman Yasin Limpo dan Rusdin
Abdullah sebagai calon walikota Makassar bukannya
menguntungkan suara partai, majunya dua pasangan kandidat ini
justru merugikan, karena memecah struktur dan kesolidan jejaring
politik GOLKAR Makassar selama ini. Terjadi keretakan hubungan
sesama kader maupun pengurus partai GOLKAR. Akibatnya suara
GOLKAR pecah dan Partai GOLKAR tidak berhasil memenangkan
pemilihan walikota Makassar yang digelar tahun 2013 lalu.
Dampak positif dari konflik yang terjadi dalam partai GOLKAR yaitu
permasalahan yang timbul pada pemilihan walikota Makassar
tahun 2013 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepan
sehingga kedepan partai GOLKAR bisa menjadi pemenang
pemilukada Kota Makassar. Dengan adanya konflik ini maka
kedepannya partai GOLKAR lebih meningkatkan lagi solidaritas
antar anggota, maupun pengurus sehingga dapat satu suara untuk
memenangkan sebuah pemilihan umum maupun pemilihan kepala
daerah.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis,
menunjukkan bahwa terjadinya konflik di Internal Partai GOLKAR pada
Pemilihan Walikota Makassar 2013 terjadi akibat tidak adanya komunikasi
yang kuat antara Supomo Guntur dengan pihak DPD I Partai GOLKAR
Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa
saran yang dianggap penting untuk penulis sampaikan.
1. Partai GOLKAR perlu melakukan pembenahan terhadap kader
Partai yang tidak siap mengikuti seluruh keputusan yang telah
ditetapkan oleh DPP Partai GOLKAR khususnya dalam penetapan
calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. sebaiknya juga
pihak DPP Partai GOLKAR melakukan musyawarah sebelum
menetapkan sebuah keputusan.
2. Dalam upaya membesarkan Partai GOLKAR dan pencapaian
tujuan memenangkan Pemilu ataupun Pemilukada perlu kiranya
para pengurus, anggota, dan kader Partai GOLKAR bersatu
kembali dan mendahulukan kepentingan Partai diatas kepentingan
pribadi.
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